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Abstrak 

Dalam tulisan ini akan membahas tentang fatwa MUI menggunakan hak 

pilih dalam pemilu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

yang melatarbelakangi munculnya fatwa dan respon yang dikeluarkan oleh ormas 

islam yang pada penelitian ini mengambil respon dari PWNU Sumatera-Selatan 

beserta untuk mengetahui apakah fatwa yang dikeluarkan sudah efektif atau masih 

harus ada pertimbangan lain, pada penelitian ini peneliti mengambil dua teori 

yaitu teori stimulus respon dan partisipasi politik, yang mana stimulus respon teori 

untuk mengetahui bagaimana respon yang dikeluarkan dan partisipasi politik yang 

mana untuk mengetahui tingkat partisipasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan 

menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap 

reaksi para tokoh organisasi masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama tentang 

dikeluarkannya fatwa menggunakan hak pilih dalam pemilu beserta buku-buku 

tentang partisipasi politik, sedangkan data sekunder diperoleh dari skripsi, arsip-

arsip, dokementasi, pdf dan website yang terkait dengan penelitian. dalam 

menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisa data yaitu pertama, 

penyajian data kedua, reduksi data ketiga, kesimpulan atau verification data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI 

ini belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki karena masih banyak dari 

masyarakat yang belum mau menyuarakan suaranya pada saat pesta demokrasi, 

banyak alasan masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap permasalahan 

kenegaraan, upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar 

masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung 

dalam hal ini diperlukan peran dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi 

politik di kalangan masyarakat agar tujuan untuk menjadi negara yang demokrasi 

bisa terwujud.  

Kesimpulannya di perlukan peran dan kapasitas pemimpin lokal yang juga 

disebut elit lokal dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dan juga peran 

dari penyelenggara pemilu pada hal ini KPU dan ormas terkait untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memberikan masukan dan kalimat-

kalimat yang bisa membuat masyarakat mengerti akan pentingnya memilih suatu 

pemimpin, supaya tujuan awal dari fatwa ini bisa tercapai dalam menekan angka 

golput. 

Kata kunci: fatwa MUI, respon PWNU Sumsel, hak pilih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan hak pilih dalam pemilu merupakan sesuatu yang sangat urgen 

demi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Penggunaan hak pilih 

atau partisipasi yang tinggi dalam pemilu meneguhkan bahwa produk 

pemerintahan yang dihasilkan merupakan pemerintahan yang legitimite karena 

mendapat dukungan yang besar dari rakyatnya. Tetapi setiap kali diselenggarakan 

pemilu banyak rakyat tidak begitu peduli dengan hak pilihnya dan cenderung 

banyak yang tidak menggunakan pilihannya atau golput (golongan putih), 

umumnya di Indonesia angka golput dari tahun ke tahun semakin meningkat, 

mulai dari tahun 1999 dengan angka golput sudah mencapai 6,70%, pemilu 2004 

naik menjadi 15,93%, dan pada tahun 2009 naik lagi menjadi 29,01%, namun 

angka golput menurun kembali pada tahun 2014 dengan angka golput 24,89%. 

Golput, sebagaimana yang didefinisikan Halim HD dalam buku “Mengapa Kami 

Memilih Golput” adalah orang-orang (warga negara) yang tidak menggunakan 

hak pilihnya pada saat diselenggarakan pemilu atau menggunakan hak pilihnya 

tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain hampir selalu mewarnai saat 

diselenggarakannya pemilu atau pilkada. Golput ini merupakan realitas politik 

yang biasa terjadi dalam negara yang menganut sistem demokrasi.
1
 

Semarak politik 2014 memunculkan berbagai komentar dari sejumlah 

kalangan, baik dari sejumlah ahli, pengamat ataupun dari masyarakat. Perjalanan 

                                                           
1
KH. Abdurrahman wahid, Halim HD, dkk. “mengapa kami memilih golput” (SAGON, 

2009), cet. I, hal 34. 
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politik di Indonesia dewasa ini kajiannya tidak terlepas pada politik yang 

bertumpu pada demokrasi, dan bagaimana bentuknya mempengaruhi keputusan 

yang dilakukan. Hal ini berakibat pada bentuk partisipasi politik yang diberikan 

oleh masing-masing orang. Partisipasi politik itu dapat berupa penggunaan hak 

suara dalam pemilu, mengikuti diskusi-diskusi seputar politik, mencari informasi 

tentang profil partai politik, mengikuti kampanye terbuka, membantu sosialisasi 

pemilu kepada masyarakat, ataupun turut mengawasi jalannya pemilu. 

Berbagai partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat guna menyikapi 

pemilu cukup beragam. Termasuk keputusan untuk memilih Golput (golongan 

putih), kemudian berlanjut berbagai kontroversi yang muncul di permukaan 

sebagai konsekuensi atas dikeluarkannya keputusan MUI sebagai lembaga 

keagamaan yang muncul di Indonesia mencoba untuk mengakomodir 

permasalahan-permasalahan agama yang muncul di masyarakat. Pada tanggal 25 

Januari 2009 lalu, Sidang Pleno Ijtima Ulama se-Indonesia III menetapkan sebuah 

fatwa mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu yang berdasar pertimbangan 

sebagai berikut :  

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin 

atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama 

sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah 

dan imarah dalam kehidupan bersama. 

3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan 

ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 
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4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya 

(amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan 

memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. 

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan 

dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang 

memenuhi syarat hukumnya adalah haram
2
. 

Pada pokoknya, fatwa tersebut menetapkan bahwa memilih calon wakil 

rakyat yang memenuhi syarat ideal adalah wajib hukumnya yang mana MUI 

berpedoman terhadap dalil dan hadits yaitu, Dalilnya adalah tentang kewajiban 

memilih (memiliki) pemimpin. 

رِ مِنأ  مَأ سُىلَ وَأوُليِ الْأ َ وَأطَِيعُىا الرَّ تمُأ فيِياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنىُا أطَِيعُىا اللََّّ ءٍ  كُمأ ۖ فئَنِأ تنَاَزَعأ شَيأ

سَنُ تَ  لكَِ خَيأرٌ وَأحَأ خِرِ ۚ ذََٰ مِ الْأ ِ وَالأيىَأ مِنىُنَ باِللََّّ سُىلِ إنِأ كُنأتمُأ تؤُأ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللََّّ  أأوِيلً فرَُدُّ

 “Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan ta‟atilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisaa:59). Sedangkan Hadits yang menjadi 

petunjuk MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut yang Artinya: Rasulullah SAW 

bersabda: “(Pilihlah) pemimpin yang terbaik bagimu, yaitu pemimpin yang kamu 

cintai dan mereka mencintaimu; mereka mendo‟akanmu dan kamu juga 

mendo‟akan mereka. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin bagimu adalah pemimpin 

yang kamu benci dan mereka membencimu, yang kamu laknat dan mereka 

                                                           
2
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga 2011, 

hlm.878 
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melaknatmu. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi 

mereka dengan pedang? Beliau menjawab, Tidak, selama mereka mendirikan 

shalat. Dan jika kamu melihat dari pemimpinmu sesuatu yang tidak kamu sukai, 

maka bencilah perbuatannya (saja); dan janganlah kamu keluar dari ketaatan 

kepadanya” (HR.Muslim)
3
.  

Menurut H. Sholahuddin Al-Aiyub, ulama yang menyampaikan hasil 

Sidang Komisi yang membahas fatwa itu, syarat ideal yang harus dipenuhi 

seorang wakil rakyat adalah beriman, bertaqwa, jujur terpercaya, aktif dan 

aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. 

fatwa tersebut juga menentukan bahwa haram hukumnya apabila memilih calon 

wakil rakyat yang tidak memenuhi syarat ideal tersebut. Haram juga hukumnya 

apabila pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu padahal ada calon 

wakil rakyat yang memenuhi syarat ideal tersebut.  

Penelitian ini akan menjadi urgen mengingat pemilu Capres akan 

dilaksanakan dalam waktu dekat tepatnya pada tahun 2019, sehingga sumbangsih 

hasil penelitian ini akan dapat menjawab bagaimana efektifitas fatwa ini dalam 

kegiatan politik di Indonesia dan apa implikasi dari kebijakan-kebijakan serta 

keputusan yang diberikan bagi masyarakat di Indonesia. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, objek penelitian dilaksanakan pada Organisasi 

masyarakat (ORMAS) Islam Nahdlatul Ulama yang terletak di Sumatera Selatan. 

fatwa menggunakan hak pilih dalam pemilu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

                                                           
3
 https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/Fatwa-mui-mengenai-golput/, diakses  

2 november 2017 
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Indonesia atau MUI ini merupakan salah satu bentuk upaya dari para ulama dalam 

menegakkan demokrasi di Indonesia. Keberadaan pemimpin sangat penting bagi 

umat Islam. Oleh karena itu pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik 

harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada 

yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan 

haram hukumnya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari deskripsi di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa 

“Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” ? 

2. Bagaimana Respon dari PWNU Sumatera-Selatan terhadap dikeluarkannya fatwa 

MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” ? 

3. Bagaimana Efektivitas fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam pemilu” dapat 

meningkatkan angka partisipasi dikalangan masyarakat Sum-Sel ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Sebagai media untuk memperoleh nilai tambah pengetahuan pribadi peneliti di 

bidang hukum ketatanegaraan berkaitan dengan kegiatan penelitian yang harus 

menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi. 

b. Sebagai media untuk memperoleh preskripsi hukum secara konseptual dapat 

digunakan sumbang pikiran kepada para pihak utama terhadap pemerintah yang 
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secara konsisten menjalankan reformasi di bidang hukum terutama dalam upaya 

pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana Respon PWNU terhadap fatwa MUI “Menggunakan 

Hak Pilih dalam Pemilu” 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah kasanah kognisi penelitian di bidang hukum berdasarkan fakta-

fakta hukum yang lahir dari fenomena demi diformulasikan secara konseptual 

menjadi referensi akademik sekaligus dapat dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Diperoleh preskripsi hukum yang secara fungsional dapat digunakan untuk 

mengatasi berbagai persoalan hukum dalam ranah penyelenggaraan pemilu 

terutama untuk membangun kesadaran hukum masyarakat di bidang politik dalam 

bentuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada 

setiap kegiatan pemilu. 

3. Manfaat legislative 

Preskripsi hukum yang telah dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan 

secara kontributif tidak saja menyangkut revisi peraturan perundang undangan 

tetapi juga dalam kaidah menciptakan peraturan perundang-undangan yang baru. 
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F. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang Respons Ormas terhadap dikeluarkannya fatwa MUI 

masih belum begitu banyak. Salah satunya adalah desertasi dari DR. H. 

Mohammad Atho Mudzhar dari California University, USA, 1990 dengan judul 

asli, “Fatwas of The Council of Indonesian „Ulama: A study of Islamic Legal 

Thought in Indonesia, 1975-1988”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

dengan judul “Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang 

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”, diterbitkan oleh INIS, Jakarta, 

1993. Terdiri atas 168 halaman. 

Studi ini berusaha menentukan sifat fatwa-fatwa MUI dari segi metode 

perumusannya, keadaan sosial politik yang ada disekelilingnya, dan reaksi 

masyarakat terhadap fatwa-fatwa tersebut. Berkenaan dengan metode perumusan, 

studi ini berupaya meneliti metode yang digunakan dalam menyusun fatwa dan 

menyelidiki bagaimana fatwa-fatwa itu mencerminkan atau berlainan dengan teks 

klasik jurisprodensi, terutama dalam madzhab Syafii. Tentang sosio-politik, 

berusaha mengenali lingkungan sosio-politik yang mungkin mendorong lahirnya 

fatwa-fatwa; sedang soal reaksi masyarakat, berusaha menentukan sejauh mana 

mereka menolak atau menerima fatwa-fatwa itu, termasuk pertentangan yang 

ditimbulannya. Adapun buku-buku, Skripsi, Jurnal, Majalah maupun opini yang 

ada masih bersikap umum, diantaranya adalah : 

Buku “Mengapa Kami Memilih Golput” karya Abdurrahman Wahid dkk, 

mengemukakan bahwa golongan putih (golput) lebih merupakan bentuk 
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transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik 

pemerintah yang selama ini tidak sehat
4
 

Selanjutnya buku “8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram 

Golput” karya Miswan Thahad, menjelaskan salah satunya tentang golput yang 

dimuat dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan para pembaca dalam 

pempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya golput dalam pandangan 

Syari‟ah Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) merupakan hak dan 

kewajiban
5
. 

Golput dalam Perspektif Islam, inilah salah satu sub judul yang ada dalam 

buku Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA. Yang berjudul “Tasawuf Sebagai Kritik 

Sosial”. Dalam tulisan ini keberadaan golput dilihat dari sisi sejarah Islam, yaitu 

ketika Nabi Muhammad saw wafat maka umat Islam sempat digoncangkan 

mengenai siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah. Lebih lanjut, dengan 

hadirnya khulafa sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam urusan 

pemerintahan kalau dikritisi banyak indikasi-indikasi yang mencerminkan nilai-

nilai demokratis, maka dengan fenomena semacam ini kita dapat melihat relevansi 

pemilu atau golput dalam wacana tarikh Islam era klasik. 

Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul “Kebebasan, Negara, 

Pembangunan” yang merupakan kumpulan tulisan 1965-2005, ia menyatakan 

pendapatnya bahwa golput pada saat ini hukumnya ”tidak wajib” hal ini 

dikarenakan pemilu 2004 partai bebas berdiri dan tidak dihalangi oleh pemerintah, 

                                                           
4
Abdurrahman Wahid dkk, op.cit, hal. 99.   

5
Miswan Thahad, 8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput, Jakarta :  

Al-I‟stisham, 2009, hal 61. 
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tidak seperti pada 1972 di mana partai-partai yang tidak disukai pemerintah saat 

itu dilarang berdiri (kembali)
6
 

Miriam Budiardjo, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Ilmu 

Politik”, membahas masalah golput dalam salah satu sub babnya, ia menjabarkan 

ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni: 

kategori suara tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih, namun 

oleh media massa hal ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk 

didalamnya
7
. 

Sigit Pamungkas, dalam bukunya yang berjudul “Pemilu, Prilaku Pemilih, 

dan Kepartaian”. Ia menjelaskan dalam salah satu sub babnya tentang beberapa 

tafsir tentang golput. Syamsul Hadi Thubany, dalam bukunya yang berjudul 

“Partisipasi Semu”, ia menjelaskan bahwa partisipasi warga merupakan proses 

melibatkan warga masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama dalam hal 

pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan daerahnya
8
. Selain beberapa buku 

tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, yang juga membahas 

tentang golput dari kaca mata dan kajian yang berbeda, antara lain:  

Dalam skripsi Stephanus Mulyadi dengan judul “Persoalan Hak-Hak 

Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus 

Pemilu 1992”
9
. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “ 

                                                           
6
Arif Budiman, Kebebasan Negara Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005 Jakarta: 

Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006, hal 31 
7
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu politik ,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008, hal 91   
8
Syamsul Hadi Thubany, Partisipasi Semu, Tuban : Bina Swagiri, 2004, hal 85   

9
Stephanus Mulyadi, Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia 

Studi Kasus Pemilu 1992,” Skripsi, Jogjakarta, Perpustakaan Fakultas Syari‟ah UIN Sunan 

Kalijaga Jogjakarta, 1999, h. 112 
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 Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma‟ Ulama 2009 di Padang“
10

. 

Begitu pula skripsi yang ditulis oleh Riki Marjono, yang berjudul “ Hukum 

Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)”. 

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rojikin, yang berjudul “Golput Menurut Islam 

(studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003; Tentang Pemilu)”, dalam skripsi 

mengulas tentang bagaimana hukum pemidanaan mengajak golput pada pasal 139 

UU No. 12 Tahun 2003, dan bagaimana pandangan Islam terhadap materi dan 

sanksi pengajak golput pada pasal 139 UU no. 12 Tahun 2003. 

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan 

gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan 

tentang fenomena golput dalam politik Nasional khususnya, faktanya pembicaraan 

mengenai golput menjadi diskusi yang menarik karena keberadaannya yang selalu 

eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, oleh karena itu penulis 

mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang politik Islam. Dan yang 

membedakan tulisan ini dengan tulisan yang sudah adalah, tulisan ini mencoba 

mengkaji faktor yang melatar belakangi terjadinya golput dalam Pileg 2009 dan 

2014 di sumatera-selatan dan pandangan Nahdlatul Ulama terhadap fatwa MUI 

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu. 
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Ahmad Fauzan, “Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma‟ Ulama 2009 di 

Padang Panjang” Skripsi, perpustakaan Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009, 

hal  45 
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G. Kerangka Teoritik 

1. Teori Stimulus Respon 

Teori stimulus-respons pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar 

yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. 

Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan antara repons yang 

muncul terhadap dikeluarkannya fatwa MUI tentang “menggunakan hak pilih 

dalam pemilu” dan reaksi organisasi mayarakat (Ormas). McQuail menjelaskan 

bahwasannya elemen-elemen utama dalam teori ini adalah: pesan (Stimulus), 

seorang penerima atau receiver (Organisme); dan efek (Respons).
11

 

Respon ada yang positif dan ada pula yang negatif. Respon yang positif 

muncul disebabkan adanya ketepatan seseorang melakukan respons terhadap 

stimulus yang ada dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan yang 

negatif adalah apabila seseorang memberi reaksi justru sebaliknya dari apa yang 

diharapkan oleh pemberi rangsangan. 

Teori stimulus-respons juga memandang bahwa pesan dipersepsikan dan 

didistrbusikan secara sistematik dan dalam skala yang luas. Pesan, karenanya, 

tidak ditujukan kepada orang dalam kapasitasnya sebagai individu, tapi sebagai 

bagian dari masyarakat. Fatwa MUI tentang “menggunakan hak pilih dalam 

pemilu” yang dikeluarkan oleh MUI yang diterima masyarakat dianggap sebagai 

sebuah stimulus yang muncul yang kemudian akan direspon oleh masyarakat yang 

dalam hal ini melibatkan organisasi masyarakat (Ormas Islam). 
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Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi,(Jakarta: Kencana, 2007), hal 277. 
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2. Partisipasi politik 

Menurut Miriam Budiarjo
12

 sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa 

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara 

dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau 

kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat 

pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. 

Menurut Herbert McClosky
13

, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan 

sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam 

proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. 

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba, partisipasi politik adalah 

kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan 

untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan 

yang diambil oleh mereka. 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik 

adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang 

dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi 

bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 

sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak 

                                                           
12

 Miriam Budiarjo. Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor, Jakarta. 1998. Hal 1 
13

 Ibid, hal 2 
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efektif. Secara mendetail, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson 

mendefinisikan partisipasi politik sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang 

oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain diluar si 

pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah
14

. Yang pertama 

dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan. 

Menurut Miriam Budiarjo
15

 di negara-negara demokratis pemikiran yang 

mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan 

rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-

tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang 

akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan sistem dari 

penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat 

yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau 

kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu 

kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan 

bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang 

berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.  

Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka 

mempunyai efek, dan ini dinamakan political efficacy. Dalam negara-negara 

demokratis, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih 

baik. Dalam kaitannya dengan hal ini tingginya tingkat partisipsi menunjukkan 

                                                           
14

 Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang,  

PT.Rineka Cipta Jakarta 1994.  Hal 9 
15

Miriam Budiarjo. Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor, Jakarta. 1998.  Op cit. 

Hal 3-4 
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bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin 

melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang 

rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan 

bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah 

kenegaraan. 

3. Bentuk Partisipasi Politik 

Partisipasi mempunyai beberapa bentuk, menurut Miriam Budiarjo, suatu 

bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku 

warga negara dalam pemilihan umum, antara melalui perhitungan persentase 

orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga negara 

yang berhak memilih
16

. Herbett McClosky, Gabriel Almond, Noeman H, Nie dan 

Sidney Verba
17

 setelah mengamati masyarakat demokrasi barat cenderung 

berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada 

kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan 

dari siapa pun. Sedangkan para sarjana yang mempelajari negara-negara komunis 

dan sedang berkembang, berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun 

tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-

benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh 

penguasa maupun oleh kelompok lain. Oleh Huntington dan Nelson, selanjutnya 

membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) 

dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (mobilized 

participation). Pada umumnya, partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang 
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 Ibid, Hal 8 
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 Ibid, Hal 4 
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bersifat positif, tetapi menurut Huntington dan Nelson
18

, kegiatan yang ada unsur 

destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain, dapat 

merupakan suatu bentuk partisipasi.  

Lebih lanjut menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 

partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi yang berkaitan 

dengan partisipsi politik membedakan jenis-jenis perilaku politik antara lain 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan pemilihan, yang mencakup kegiatan-kegiatan memberikan suara. Di lain 

pihak juga memberikan sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam 

suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan 

yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. 

b) Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi 

pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud 

mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang 

menyangkut sejumlah besar orang
19

.  

c) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam 

suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah. 

d) Mencari koneksi (contacting) merupkan tindakan perorangan yang ditujukan 

terhadap pejabat-pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi 

hanya satu orang atau segelintir orang.  
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 Ibid, Hal 5 
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 Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang,  

PT.Rineka Cipta Jakarta 1994. Op cit. Hal 17 
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e) Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, 

dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai 

satu kategori tersendiri. Artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-

orang atau harta benda.  

4. Partisipasi dalam Pemilihan Umum 

Menurut pendapat dari Miriam Budiarjo untuk mengetahui partisipasi 

politik yang dapat diukur dengan standar yang mudah dilihat adalah partisipasi di 

dalam pemilihan umum, yaitu dengan menggunakan hak pilih maupun untuk 

dipilih dalam prosesi pemilihan untuk mendapatkan jabatan publik. Lebih detail 

mengenai bentuk partisipasi dalam pemilihan, Milbart membedakan bentuk-

bentuk partisipasi dalam pemilu adalah sebagai berikut:  

a) Kegiatan gladiator, adalah bentuk partisipasi politik dalam wujud: memegang 

jabatan public, parpol, calon pejabat politik, menyandang dana, menentukan 

strategi dalam kampanye (anggota aktif parpol). 

b) Kegiatan transisi, meliputi : mengikuti rapat, memberikan dukungan dana partai 

atau calon
20

. 

c) Kegiatan menonton, kegiatan ini meliputi, mengajak orang untuk memilih dengan 

cara tertentu, memasang stiker pada kendaraannya, menyelenggarakan diskusi 

politik, mengekspos diri ke dalam kegiatan politik (kampanye: arak-arakan, 

meneriakkan yel-yel dan lain-lain). 

                                                           
20

Rohmad Suryadi, Skripsi: “Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam di Kota Surakarta” 
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d) Bersikap masa bodoh. Berdasarkan bentuknya, partisipasi dalam pemilihan umum 

tidak hanya yang bersifat keikutsertaan secara aktif untuk terlibat di dalam proses 

tersebut. Akan tetapi, sikap apatisme dan mengambil sikap masa bodoh masuk 

dalam kategori partisipasi politik. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui 

lebih jauh angka partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang dilaksanakan.  

Berdasarkan pada tipologi pemilih yang ada di dalam sistem politik dapat 

dibedakan ke dalam tipe dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Tipologi 

pemilih (voters) dapat dibedakan menjadi empat golongan pemilih, yaitu pemilih 

rasional (rational voter), pemilih kritis (critical voter), pemilih tradisional 

(traditional voter), dan pemilih skeptis (skeptic voter). 

Pemilih rasional adalah pemilih yang mempunyai perhatian tinggi 

terhadap program kerja partai politik atau kontestan pemilu. Program kerja yang 

menjadi concern mereka adalah kinerja parpol / kontestan di masa lalu (backward 

looking) dan tawaran program dari parpol/kontestan untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang dihadapi (forward looking). Pemilih rasional tidak 

begitu mementingkan ideologi dari parpol atau kontestan. Faktor seperti azas, asal 

usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, 

tetapi tidak signifikan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. 

Pemilih jenis ini sangat mudah berganti-ganti pilihan parpol (parpol) atau calon 

presiden (capres) ketika mereka menganggap parpol atau capres tidak datang 

dengan program kerja yang sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang 

mereka hadapi. 
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Pemilih kritis adalah pemilih yang concern pada program kerja parpol atau 

kontestan pemilu, namun dalam melihat program kerja itu mereka menggunakan 

paradigma sistem nilai yang diyakininya. Buat mereka, program kerja parpol atau 

capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka 

hadapi, namun juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Tipe 

pemilih ini menurut Downs, pemilih akan cenderung memberikan suaranya 

kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki 

kesamaan (similarity) dan kedekatan (proximity) dengan sistem nilai dan 

keyakinan mereka
21

. 

Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan 

sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan 

sosial-budaya, nilai (values), asal usul (primordial), agama, dan faham sebagai 

ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mereka tidak terlalu 

ambil pusing dengan program kerja yang ditawarkan parpol atau capres dalam 

kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang 

diusung sebuah parpol atau capres. Mayoritas konstituen PKB dan PDI-P dapat 

dikategorikan ke dalam tipologi pemilih tradisional. 

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada 

ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan parpol atau seorang 

capres. Mereka adalah kelompok masyarakat yang skeptis terhadap pemilu. Di 

mata mereka, parpol apapun atau capres manapun yang menang pemilu, keadaan 
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tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS 

untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi golput politis 

dalam pemilu. Kalaupun mereka datang ke TPS biasanya mereka asal coblos atau 

asal contreng 

H. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat 

memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode 

penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan 

komponen yang lain. Dalam skripsi ini penulis mencoba menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pendekatan Kualitatif 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yang 

dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan 

penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah beserta juga 

fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian dalam hal persepsi motivasi, 

tindakan dll. maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan 

serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan
22

.  

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan sumber 

informasi berupa orang-orang yang dapat memperkaya informasi tentang 

persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Data yang digunakan 

ada dua macam, Primer dan Sekunder. Data Primer meliputi Hasil wawancara 
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terhadap reaksi para tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama 

tentang dikeluarkannya fatwa menggunakan Hak pilih dalam pemilu. Data 

Sekunder mencakup tentang informasi pro dan kontra fatwa MUI dari bahan-

bahan media massa baik cetak maupun elektronik. 

3. Metode Pengumpulan Data  

a) Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan melihat fenomena-fenomena 

atau respon yang diberikan oleh anggota PWNU Sumsel. Observasi digunakan 

untuk memperoleh data yang secara di amat dan yang berhubungan tentang fatwa 

MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu beserta respon dari Nahdlatul Ulama. 

b) Dokumentasi  

Sebuah keterangan dari hasil yang kongkrit didapatkan oleh penulis untuk 

memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yaitu pengumpulan 

data dengan cara meneliti dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data yang 

diperoleh melalui telaah terhadap data dokumen-dokumen tertulis yang relevan 

terhadap permasalahan karena sebagaimana diungkapkan kembali oleh Sugiono 

bahwa “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. 

Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari Nahdlatul Ulama dan KPU, 

buku-buku, artikel dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.  
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c) Wawancara  

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan sesuatu 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

dan si penjawab atau informan, dengan menggunakan daftar pentanyaan 

(interview guide).Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur (stuctured interview) karena penulis telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Penulis melakukan wawancara langsung anggota PWNU Sumsel, dan 

KPU Sumsel sehingga penulis mengetahui langsung apa yang penulis ingin 

ketahui.  

4. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik 

analisis deskriftif kualitatif. Taylor dan Bogdan (1984) mendefenisikan analisis 

data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan temadan 

merumuskan hipotesis (Ide) seperti yang di sarankan dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.
23

 Data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal proses penelitian 

serta pada akhir penelitian. 

Agar tahap analisis data saling berkaitan satu sama lain maka teknik 

analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyajian dan (Display data), 
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reduksi data, manipulasi data, dan kategori data. Proses ini berlangsung terus 

menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul. 

a. Penyajian data (Display data) merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan 

Huberman menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Maka dengan 

mendisplay data, akan memudahakan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
24

 

b. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasian data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlah cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan dipermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi 

data, peneliti dapat mengolah data yang sulit ataupun tidak dapat dipahami dengan 

cara merangkum data yang pokok yang penting.
25

 

c. Kesimpulan atau verification merupakan tahap akhir dalam proses penelitian 

untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan 
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data dimulai dengan pencatatat data lapangan (Data mentah), kemudian direduksi 

dalam bentuk unifikasi kategorisasi data. Dengan demikian secara umum proses 

pengolahan data yang dimulai dari pencatatan data lapangan, kemudian di tulis 

kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum, 

direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusun skripsi, maka 

sistematika yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Faktor-faktor yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa 

menggunakan Hak pilih dalam pemilu, mulai dari faktor, isi fatwa beserta dasar-

dasar penetapan fatwa.  

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian : (MUI Sumatera Selatan) 

(Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan) mulai dari sejarah, Visi dan Misi, keadaan, 

struktur organisasi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan kegiatan 

politik. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, mulai dari Respon PWNU 

Sumsel dan Efektivitas fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu. 

BAB V Merupakan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian dan seluruh rangkaian pembahasan laporan hasil penelitian dan 

daftar kepustakaan yang berisi lampiran-lampiran. 
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BAB II  

FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILU 

A. Faktor yang melatarbelakangi munculnya Fatwa MUI 

Fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu yang ditetapkan 

dalam Forum Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III pada tanggal 23-26 

Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat tidak muncul tiba-tiba dan berdiri 

sendiri, akan tetapi ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya pertama, maraknya wacana golput yang disuarakan oleh 

beberapa politisi seperti mantan Presiden RI keempat, KH. Abdurrahman Wahid 

atau Gus Dur, Sri Bintang Pamungkas, dan lain-lain. Kedua, fenomena golput 

yang terjadi setiap diselenggarakannya pemilu baik pemilu Legislatif, Eksekutif, 

dan pilkada bahkan cenderung angka golput yang semakin meningkat dan bahkan 

terdapat banyak pilkada yang dimenangkan golput. Ketiga, permintaan dari 

beberapa tokoh Islam seperti ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dan sebagian 

besar kalangan masyarakat untuk dimunculkannya fatwa oleh MUI mengenai 

hukum golput. 

1) Faktor Eksternal 

Dasar yang mendorong MUI membahas dan mengeluarkan fatwa tentang 

Hak pilih dalam pemilu tersebut karena permintaan dari masyarakat dan partai 

politik, karena masyarakat dan parpol berpendapat bahwa, memilih pemimpin 

adalah suatu kebutuhan bagi setiap kelompok masyarakat. Bahkan memilih 

pemimpin itu menjadi suatu keharusan, seperti hadits diriwayatkan oleh 
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Daraquthni dari Abi Sa‟id Al Khudri, bahwa: “Apabila berkumpul tiga orang, 

maka salah seorang dari mereka menjadi imamnya”. Hadits ini jelas menunjukkan 

betapa pentingnya memilih pemimpin itu, karena sangat mustahil rasanya suatu 

masyarakat dapat hidup tenang, rukun, sejahtera atau lainnya tanpa ada seorang 

pemimpin di tengah-tengah mereka. Namun persoalannya, bagi sekelompok 

orang, sangat sulit untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan agama 

dan kehendak rakyatnya. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa 

salah satu kriteria pemimpin yang baik yang perlu untuk dipilih adalah pemimpin 

yang mencintai rakyat dan rakyat juga mencintainya. Sosok pemimpin yang 

demikian tentunya sangat sulit ditemukan, apalagi saat ini, hampir sebagian besar 

calon pemimpin yang tampil dalam kontes pesta demokrasi nanti adalah orang 

yang sudah diketahui keburukannya. Selain itu, para calon wakil rakyat yang 

konon akan memperjuangkan kepentingan rakyat, sudah acapkali membohongi 

rakyat dengan janji-janji kosongnya.  

Namun hal seperti itu tidak menyurutkan masyarakat dan parpol untuk 

memberikan pertimbangan terhadap MUI agar mengeluarkan fatwa tersebut, ada 

satu realita yang pernah terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ternyata yang 

menang adalah Golput. Pada Pilkada Jawa Barat yang menghasilkan pasangan 

Hade (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) berhasil meraup 7,3 juta suara, ternyata 

suara Golput lebih besar, yaitu mencapai 10 juta suara. yang heboh di Jawa 
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Tengah pada waktu itu. Itulah yang menjadi tolak ukur MUI dalam mengeluarkan 

fatwa tentang hak pilih dalam pemilu
26

. 

 

2) Faktor Internal 

Dari internal MUI menjelaskan bahwa MUI mengeluarkan fatwa tersebut 

atas banyak pertimbangan mulai dari eksternal masyarakat dan pertimbangan 

menurut Al-Quran, Hadits dan Kaidah Fiqh. Tetapi sekretaris MUI Sumatera 

Selatan Bpk H. Ayik Farid, BA memberikan steatmen bahwa, pada dasarnya 

terlalu berlebihan media massa mempolitisir hasil fatwa MUI, karena jika dilihat 

dan dikaji lebih proporsional, ternyata MUI tidak memfatwakan Golput haram 

secara mutlak, namun memberikan syarat yang jelas. Jika ada calon pemimpin 

yang memenuhi syarat seperti pada butir ke- 4 dari fatwa MUI, dan seorang 

muslim tidak menggunakan hak pilihnya, sikap seperti inilah yang diharamkan
27

. 

Artinya, fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut masih sangat longgar dan tidak 

berlaku secara general. Padahal, jika diamati hadits riwayat Muslim yang menjadi 

bahasan dalam Skripsi ini, lebih tegas muatannya, bahwa pemimpin yang masih 

melaksanakan shalat itu dilarang untuk memeranginya. Secara implisit, 

terkandung makna bahwa masih sangat dianjurkan untuk memilih pemimpin yang 

muslim walau tidak sesuai kriteria yang disyaratkan MUI asalkan ia masih Shalat. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis berkeyakinan hadits di atas 

sangat relevan dengan kondisi kekinian, dan fatwa hasil MUI itu tidak 
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bertentangan dengan hadits tersebut. Selain itu, sikap Golput juga tidak 

dipersalahkan, karena itu adalah hak dan bukan kewajiban. Namun yang perlu 

dipikirkan bersama adalah implikasinya terhadap umat Islam, antara lain:  

a) Kaum muslimin yang Golput atau Abstain pada hakikatnya akan memberikan 

kesempatan yang luas kepada non muslim untuk menancapkan kukunya dan 

mengobok-obok kehidupan umat Islam, 

b) Umat Islam akan sulit berdialog dengan pemimpin non-muslim, karena mereka 

merasa tidak didukung, dan  

c) Umat Islam suka atau tidak suka tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah yang 

berkuasa (walaupun dia seorang pemimpin yang tidak baik), meski ia tidak 

memilihnya. 

Berkaitan dengan point c di atas, Rasulullah SAW dengan jelas bersabda, 

yang artinya: “Setiap orang muslim harus mendengar (ucapan) dan taat atas 

(perintah pimpinannya) baik yang dia sukai maupun dia benci; selama dia tidak 

diperintahkan dengan maksiat. Jika diperintah untuk (berbuat) kemaksiatan, maka 

tidak boleh mendengarkan maupun mentaatinya”. Hadits ini jelas berisi kewajiban 

untuk taat pada orang yang terpilih sebagai imamah atau pemimpin, apakah dia 

baik maupun jahat. Terkait dengan kata imamah ini, Ali Syariati berpendapat 

bahwa Imamah adalah ungkapan tentang pemberian petunjuk kepada ummah 

untuk mencapai suatu tujuan. Petunjuk itu bisa berupa kebaikan dan dapat pula 

berupa kesesatan. Dalam konsepsi agama, seorang muslim hanya wajib taat 

kepada pemimpinnya dalam hal kebaikan saja, bukan dalam hal kemaksiatan. 

Untuk itu, agar petunjuk yang diberikan adalah suatu kebaikan, maka pilihlah 
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pemimpin yang sesuai dengan kriteria agama yaitu pemimpin yang sayang dan 

mau melindungi rakyatnya. Sekiranya kriteria itu sulit ditemukan, minimal 

pemimpin yang dipilih adalah orang yang seakidah dan masih melaksanakan 

kewajiban shalatnya.
28

 

Atas kemunculan fatwa ini KH. Ma‟ruf Amin, ketua komisi fatwa MUI 

menuturkan bahwa MUI tidak ujug-ujug mengeluarkan fatwa. Tapi ada 

pertanyaan masyarakat tentang wacana hukum golput yang berkembang. Karena 

masalah pemilu sangat krusial, maka putusannya tidak diambil di komisi fatwa. 

Maka kita agendakan ijtima ulama dengan melibatkan 700 ulama seluruh 

Indonesia dari semua kelompok. Semua partai politik, bahkan bukan partai Islam 

semua sepakat. 

“Fatwa ini muncul karena ada permintaan masyarakat. Fatwa MUI untuk 

menghadapi pro-kontra golongan putih, namun kami tidak masuk dalam istilah 

golput, tetapi melainkan pada istilah memilih pemimpin dan tidak memilih 

pemimpin. Ini lebih memiliki landasan kuat, dalam rangka Akhdzul Imamah, 

dengan fatwa ini kita kasih tuntutan memilih pemimpin muslim,” tegas KH. 

Ma‟ruf Amin. 

Dalam rangka memberikan kontribusi politik guna mewujudkan 

masyarakat yang demokratis berkeadaban, dengan berpijak dari beberapa faktor di 

atas itulah, MUI memandang perlu ada sumbangan agama dalam mendorong 

peningkatan kesadaran publik dalam partisipasi politik. Partisipasi politik rakyat 

sangat menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Sumbangan MUI 
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tersebut yaitu dengan menetapkan hukum golput dalam pemilu lewat forum Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III di Padang Panjang 

Sumatera Barat 23-26 Januari 2009, sehingga dengan adanya fatwa tersebut 

diharapkan fenomena munculnya golput dalam pemilu akan dapat diminimalisir. 

B. Dasar hukum Fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu 

1) Q.S. An-Nisa[4]: 58 

كَُوُإ بِِمْ  ذَإ حَكََْتُُْ بيََْْ إمنَّاسِ أَنْ تََْ
ّ
لََ أَىْلِيَا وَإ

ّ
َ يأَمُِرُكُُْ أَنْ ثؤَُدُّوإ إلٔمَانََتِ إ نَّ إللََّّ

ّ
ا إ ِِؼََِّّ  َ نَّ إللََّّ

ّ
ِِ إ ْْ ؼَ

نَّ 
ّ
يؼًا بصَِيًرإيؼَِظُكُُْ بِوِ إ َ كََنَ سََِ إللََّّ   

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Melihat”. 

2) Q.S An-Nisa [4]: 59 

سُ  َ وَأَظِيؼُوإ إمرَّ ينَ أمَٓنوُإ أَظِيؼُوإ إللََّّ ِ اَ إلََّّ َِ وَأُولِِ إلَْمْرِ مِنكُُْْ يََ أَيُُّّ و  

"Hai orang –orang yang beriman, taattilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil Amri 

diantara kamu”. 

3) Hadits Nabi SAW : 
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َِ اِلله  هِ أَنَّ رَسُو ِ ّْ رِو بْنِ غَوْفٍ إمَُّْزَنُِِّ غَنْ أَبِيوِ غَنْ جَ ِْ اِلله بْنِ عََْ صلى الله -غَنْ كَثِيِر بْنِ غَبْ

مَ  -ػليو وسلم لاَّ صُلْحًا حَرَّ
ّ
لْحُ جَائزٌِ بيََْْ إمَُّْسْلَِِّيَْ إ : إَمصُّ َِ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَإمًا وَإمَُّْسْلَُِّونَ قاَ

مَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَإمً  ظًا حَرَّ لاَّ شَُْ
ّ
وظِيمِْ إ اػلََى شُُُ  

“Dari Abdullah bin Amr bin Auf Al-muzani, dari ayahnya, dari kakeknya 

sesungguhnya Rasullullah SAW. Bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara 

kamu muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram” (HR. Al-Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih) 

4) Hadits Nabi SAW 

ِىِوَإمفَْاجِرُبِفُجُورِهِ، :غَنْأبَِيهرَُيْرَةَأَنَّرَسُولَاللََّّ قاَِ بِبَِّ يوُلَاةٌ،فيَلَِيَكَُُامبََُّْ ِْ يَلِيكَُْبَؼْ  س َ

ِأْسََاءُوإفَ 
ّ
نُوإفلَكََُْوَميَمُْ،وَإ ِأْحَْس َ

ّ
،فاَ ََّاوَإفقََامحَْقَّوَصَلُّوْإوَرَإءَهُُْ ؼُوإميََُّْوَأَظِيؼُوإفِيكُِّ مْ فاَسََْ لكََُْوَػلَيَْهِ  

“Dari Abu Hurairah RA., Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: ”Akan 

memimpin kalian setelahku para pemimpin yang baik karena kebaikannya, dan 

ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah 

mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah 

kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (Pahala) bagi kalian dan bagi 

mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (Pahala) bagi kalian dan tidak bagi 

mereka” (HR. At-Thabrani dan Ad-Daruquthni) 

5) Hadits Nabi SAW :  
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َ  وِ قِ نُ  غُ فِ  سَ يْ مَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ   ) روإه إمبخا ر ي ( ةً يّ لِ ا ىِ جَ  ةً تَ يْ مِ  اتَ مَ  ةٌ ؼَ يْ ب

“Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan 

jahilliyyah” (HR. Bukhari) 

 

6) Hadits Nabi SAW : 

َِ قَ    ا 
ّ
  رُ مْ إلِ  َْ سٌ إوُ ذَ إ

ّ
 ( روإه إمبخا ر ي)  ةَ ا ػَ إمسّ  رْ ظِ تَ ا ِْ فَ  لِِ ىْ أَ  يْرِ  ََ لََ إ

“Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya” 

(HR. Bukhari) 

7) Hadits Nabi SAW : 

ؼَتِ إْلَ  ذَإضُيِّ
ّ
: إ َ ُِ اِلله صَلىَّ اُلله ػلَيَْوِ وَ سَلمَّ َِ رَسُوْ : قاَ َِ مَاِةَُ غَنْ أَبِِ ىُرَ يْرَ ةَ رَضَِِ اُلله غَنْوُ قاَ

نِ  ذَإ أُس ْ
ّ
: إ َِ َِ اِلله؟ قاَ ضَاغَتُُاَ يََرَسُوْ

ّ
اػةََ,كَيْفَ إ لََ َيَْرِ أَ فاَِتَْظِرإِمسَّ

ّ
إْلَمْرُ إ ا َْ ىْلِِ فاَِتْظَِرإِمسَّ

ي(روإه إمبخا ر )ػةََ. )     

“Abi Hurairah RA. Berkata: rasullullah SAW. Bersabda: “Jika kepercayaan 

dilalaikan maka tunggulah waktunya sahabat bertannya: bagaimana melalaikan 

kepercayaan tersebut?. Rasullullah SAW. Menjawab: jika suatu perkara 

diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah waktunya” (HR. Bukhari) 

8) Hadits Nabi SAW : 
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ً يْ ش َ  يَْْ َِّ لِ سْ َُّ إمْ  إءِ  رَ مَ أُ  مِنْ  لَّ  وَ ثَ  نْ مَ  وَ  َ  وَ ىُ لا وَ جُ  رَ  مْ يهِْ لَ ػَ  لَ ََّ ؼْ تَ ا س ْ فَ  أٔ  لََ وْ أَ  وَ ىُ  نْ مَ  مْ يهِ فِ  أٔنّ  لمَْ ؼْ ي

، )روإه يَْْ نِ مِ  وْ َُّ إلْ  يعَ جَِ وَ  ولَُ سُ رَ وَ  اللهَ  انَ خَ  ْْ قَ ، فَ ولِِ سُ رَ  ةِ نّ س ُ وَ  اللهِ  ابِ تَ كِ بِ  وُ نْ مِ  لمَُ ػْ أَ وَ  لَِ ذَ بِ 

(إمعبَ إني  

“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang 

lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan 

sunnah rasulnya, maka ia telah mengkhianatti Allah, rasulnya, dan semua orang 

beriman” (HR. At-Thabrani) 

9) Hadits Nabi SAW : 

تعَِعْ فبَِقلَْ  نْ ممَْ يسَ ْ
ّ
ِِوِ، فاَ تعَِعْ فبَِلِسَا نْ ممَْ يسَ ْ

ّ
هِ، فاَ ِْ هُ بِيَ ْ بِوِ وَذَلَِ أَضْؼَفُ مَنْ رَأَى مِنْكُُْ مُنكَْرإً فلَْيُغَيّرِ

يََّْان )روإه مسلم (ِ 
ّ
 إْلا

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, 

jika mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang 

demikian adalah iman yang paling lemah” (HR. At-Thabrani) 

10) Hadits Nabi SAW : 

َ أَ  نْ غَ   إ وَ وْ ؼُ يْ ظِ أَ إ وَ وْ ؼُ إسََْ  َِ قاَ  لمََّ سَ  وَ  وِ يْ لَ ػَ   اللهُ لّى صَ  بِّ إمنّ  نْ غَ  لٍ اِ مَ  نِ بْ  سِ ن
ّ
 شِّ بَ حَ  لَ َِّ ؼْ إس تُ  نْ إ

()زوإه إمبخاري ةّ يبِ زَ  وُ أٔسَ رَ  نّ كََ   

“Dari Anas bin Malik RA. Dari Nabi SAW. Ia bersabda: “Dengarkanlah dan 

taatlah kalian walaupun kepada seorang habasy yang di kepalanya terdapat 

zabinah” (HR. Bukhari) 
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11)  Hadits Nabi SAW : 

َِ قَ  لمَّ سَ وَ  وِ يْ لَ ػَ   اللهُ لّى صَ  بِّ إمنّ  نْ غَ  وُ نْ غَ  اللهُ  ضَِِ رَ  اللهِ  ِْ بْ غَ  نْ غَ  ّ لَى ػَ  ةُ اػَ إمعّ وَ  حُ ََّ إمسّ  ا  ءِ رْ ََّ  إل

ُ  مْ امَ مَ  هَ رِ كَ وَ  بّ حَ أَ  يِْ فِ  لِمِ سْ َُّ إلْ   فَ  ةٍ يَ صِ ؼْ ََّ بِ  رْ ؤمَ ي
ّ
 )روإه إمبجاري( ةَ اػَ  ظَ لَا وَ  عَ  سََْ لَا فَ  ةٍ يَ صِ ؼْ ََّ بِ  رَ إ أٔمِ ذَ ا

“Dari Abdullah RA, Nabi SAW. Bersabda: “Seorang muslim akan mendengar dan 

patuh terhadap (Perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah 

terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak 

(harus) mendengar dan menaati (Perintah tersebut)” (HR. Bukhari) 

12)  Hadits Nabi SAW 

َِ قَ  لمََّ سَ وَ  وِ يْ لَ ػَ   اللهُ لىَّ صَ  بَِّ إمنَّ  نَّ و ، أَ رٍ ن عََْ بِ  اللهِ  ِْ بْ غَ  نْ غَ  ُ  وْ كُ يَ  وٍ ثَ لَا ثَ مِ  لُّ يَِ  لَا : ا  نَ مِ  ةٍ لَا فَ بِ  نَ وْ ِ

  ضِ رْ  إلَ 
ّ
()روإه أٔحمْ هُُْ َْ حَ أَ  مْ يهِْ لَ إ ػَ وْ رُ مَ أَ  لاَّ إ  

”Dari Abdulah bin ‟Amr RA, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: ”Tidak halal 

bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka 

seorang pemimpin” (HR. Ahmad) 

13)  Hadits Nabi SAW 

َِ قَ  يْ رِ ْْ لُ إْ  ِْ يْ ؼِ  سَ بِ أَ  نْ غَ    لمََّ سَ وَ  وِ يْ لَ ػَ   اللهُ لىَّ صَ  اللهِ  ُِ وْ سُ رَ  ا
ّ
 كُُْ مَّ  ؤُ يَ لْ فَ  رٍ فَ ف سَ  ةً ثَ لَا ثَ  تُُْ نْ إ كُ ذَ : إ

)روإه إبن حبان(  كُُْ  ُْ حَ أَ   

”Dari Abu Said Al-Khudry RA, Rasulullah SAW. bersabda: ”Jika kalian bertiga 

dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian.” 
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14)  Pernyataan Abu Bakar RA. Ketika pidato pertama setelah ditetapkan 

sebagai Khalifah: 

  وَ نِي وْ نُ يْ غِ أَ فَ  تُ نْ سَ حْ أَ  اسُ إمنَّ  اَ يُُّّ "أَ 
ّ
 نْ أِٔ فَ  كُُْ يْ فِ  اللهَ  تُ ؼْ ظَ ا أَ  مَ نِي  وْ ؼُ يْ ظِ  . . .  أَ نِي  وْ مُ  وْ قُ فَ  تُ  أِ سَ أَ  نْ إ

  "كُُْ يْ لَ  ػَ لِِ  ةَ اػَ  ظَ لَٔ فَ  وُ تُ يْ صَ غَ 

”Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah dan jika aku 

buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat 

kepada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku” 

15)  Pernyataan Umar RA. ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, Beliau 

berpidato: 

  فَِّ  كُُْ نْ ى مِ أَ رَ  نْ "مَ 
ّ
 . . ." نِيْ وْ مُ  وْ قُ يَ لْ ا فَ اجً جَ  وَ غْ إ

”Barangsiapa di antara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan maka luruskanlah 

aku...” 

16)  Kaidah Fiqhiyyah: 

َ ا لَا مَ  َ إْ  تَُِّ ي   بُ وإجِ م
ّ
 بٌ إجِ وَ  وَ يُفَ  وِ بِ  لاَّ إ

”Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya 

sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga 

wajib” 

17) Kaidah Fiqhiyyah : 

 إْ  اءِ يَ ش ْ لَ إْ  فِْ  لُ صْ لَْ أَ 
ّ
َ تَّّ حَ  ةُ حَ بَِ لا ِ  ِّ  ُْ  ي  يِْ  رِ حْ  إمتَّ لَى ػَ  لُ ميْ  إلََّ
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”Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya” 

18)  Kaidah Fiqhiyyah: 

ُ غَ ثَ  رُ كَ نْ  يُ لَا  ِ غُ تَ بِ  مِ كَ حْ  إلَ  يرُّ  ةِ نَ كَ مَ  لَ إْ  وَ  ةِ نَ مَ  زْ لَ إْ  يرُّ

”Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan 

tempat” 

19)  Kaidah Fiqhiyyah : 

َ  كُُُ لُ أَ   امً َْ ػَ  إوَ  دً  وْ جُ  وُ  وِ تِ لَّ ػِ  عَ مَ  رُ وْ ُْ ي

”Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ‟illat” 

20)  Kaidah Fiqhiyyah : 

”Jika ada dua mafsadah saling bertentangan maka dijaga yang paling besar 

bahayanya dengan menjalankan yang paling ringan bahayanya di antara 

keduanya” 

21)  Kaidah Fiqhiyyah : 

 وُ كُُّ  كُ  تَْ  يُ لَا  وُ كَُّ  كُ رَ ْْ  يُ ا لَا مَ 

”Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak 

kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya” 

22)  Pendapat Al-Mawardi dalam ”Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, h.3” 

 إَ 
ّ
َ  نْ ََّ ا مِ ىَ  ُْ قْ غَ ا , وَ يَ ِْ  إلَُّ  ةِ ا سَ يْ س ِ  وَ  ينِ  إلََّ  ةِ إسَ رَ  حِ فِ  ةِ وَّ بُ إمنُّ  ةِ فَ لَا خِ مِ  ةٌ و ػَ ضُ  وْ مَ  ةُ امَ مَ لا ا بَِ  و مُ قُ ي

 بِِ  بٌ إ جِ وَ  ةِ مَّ لُ  إْ فِ 
ّ
 ا عِ جَْ لْا
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”Kepemimpinan (Al-Imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam 

menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki 

kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut Ijma” 

23)  Pendapat Al-Mawardi dalam ”Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, h.4” 

 فَ 
ّ
 إْ  بُ وْ جُ  وُ  تَ بَ إ ثَ ذَ ا

ّ
َ فَ مكِ  إْ لَى ا ػَ يَضُ  رْ فَ فَ  ةِ ا مَ مَ لا  , فَ  لمِْ مؼِ إْ  بِ لَ ظَ  وَ  ادِ يَلِ كََ  ةِ ا ي

ّ
 وَ ىُ  نْ ا مَ بَِ  امَ إ قَ ذَ  ا

َ فَ مكِ  إْ لَى ا ػَ يَضُ رْ فَ  طَقَ ا سَ يَلِ ىْ أَ  نْ مِ   , وَ  ةِ اي
ّ
َ  مْ مَ  نْ إ ا هََ ُْ حَ : أَ  انِ قَ يْ  رِ فَ  اسِ إمنَّ  نَ مِ  جَ  رَ خَ  ٌْ حَ ا أَ بَِ  مْ قُ ي

ََْ تَّّ حَ  ارِ يَ تِ  خْ لِا إْ  لُ ىْ أَ   إْ  لُ ىْ  أَ انِي إمثَّ . وَ  ةِ مَّ لُ ا مِ امً إٕمَ إ ِوْ ارُ تَ  
ّ
 مِ  هُُْ ُْ حَ أَ  بَ صَ تَ نْ  يُ تَّّ حَ  ةِ امَ مَ  لا

ّ
 ,ةِ امَ مَ لْا

”Jika menetapkan Imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah 

Fardhu Kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli 

(pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang 

lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih di antara 

manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk 

umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka 

dipilih untuk menjadi pemimpin” 

24)  Pendapat Ibnu Taimiyah dalam ”As-Siyasah As-Syar’iyah” 

َ لَا وِ  نَّ أَ  فَ رَ ؼْ يُ  نْ أَ  بُ يَِ  ِ  اتِ بَ إجِ وَ  مَ ظَ غْ أَ  نْ مِ  اسِ إمنَّ  رِ مْ أَ  ةَ ي َ  نَ يْ إلََّ  يَ ِْ لُّ نِ لَا وَ  ينِ لِّ نِ  امَ يِ  قَ لَا  لْ ب
ّ
ا بَ  ىَ لاَّ ا إ

 فَ .
ّ
َ  نَّ ا   مْ تُُُ حَ لَ صْ مَ  تُُِّ  ثَ لَا  مَ دَ  أَ نِ ب

ّ
َ جْ  لاِ  بِِْ لاَّ إ َ  ةِ اجَ حَ مِ  ا عِ ت   مْ يِضِ ؼْ ب

ّ
َ لََ إ َ  َّْ بُ لَا ، وَ  ضٍ ؼْ  ب  لاِ إْ  َْ نْ غِ  امْ يُم

 .أٔسٍ  رَ  نْ مِ  ماعِ تَ جِ 
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”Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan 

manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak 

agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam 

tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka 

saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya 

seorang pemimpin” 

25)  Pendapat Ibnu Taimiyah dalam ”As-Siyasah As-Syar’iyah, Juz 1, H. 168” 

  نْ مِ  ةً نَ س َ  نَ وْ تُّ "س ِ 
ّ
 "انٍ عَ لْ سُ  لَا بِ  ةٍ َْ وإحِ  لٍَ يْ مَ  نْ مِ  حَ لَ صْ أَ  رٍ ائِ جَ  امٍ مَ إ

”Enam puluh tahun (di bawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik 

daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin” 

26)  Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Setiap warga negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 

27)  Konsideran UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan 

DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara 

langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna 

menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, 

tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan 

yang merupakan inti dari tujuan syariah (Maqasid Al-Syari‟ah). 
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28)  UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara 

Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) 

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
29

 

Pada poin pertama, MUI menggunakan ayat al-quran yang menyuruh 

untuk taat kepada allah dan rasulnya, serta ulil amri (pemimpin). Penggunaan ayat 

ini karena di samping tidak terdapat ayat al-quran yang secara langsung berbicara 

mengenai keharaman golput, ayat ini relevan untuk menyuruh orang untuk taat 

kepada ulil amri dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilu. 

Pada poin kedua yaitu kutipan hadits Nabi SAW. Hadist tersesbut berisi 

peringatan bahwa perjanjian yang dibolehkan hanyalah perjanjian yang 

menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tampaknya, hadits ini 

dipakai MUI sebagai qiyas untuk memperingatkan perilaku golput berjamaah dan 

terorganisir. Dan hadits berikutnya adalah keharusan sumpah setia (baiat) pada 

pemimpin, senada dengan ayat pada poin pertama. Disisi lain pada hadits 

selanjutnya tampaknya menjadi dasar pemikiran MUI bagi keharusan memilih 

jika diketahui ada pemimpin yang layak untuk itu. 

Pada poin ketiga yaitu masing-masing adalah pendapat ulama, terutama 

menyangkut masalah politik. Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah adalah dua ulama 

khalaf yang sangat terkenal dan mumpuni dalam soal pemikiran politik Islam. 

Pendapat dua ulama ini langsung berbicara pada kewajiban menegakkan imamah 

sebagai sarana untuk menegakkan agama. Dengan kata lain, maka golput adalah 

haram. 

                                                           
29

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga 2011, 

hal 884 
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Keseluruhan dasar hukum yang dipakai MUI itu pada dasarnya 

menegaskan tentang kewajiban memberikan suara pada pemilu sebagai sarana 

menegakkan imamah. Dalam hal ini, argumentasi normatif yang dipakai oleh 

MUI sifatnya maudu‟i (tematik). Artinya, dalam proses pengadilan, MUI mencari 

ayat, hadits, pendapat sahabat, dan atau pendapat ulama yang relevan untuk 

mengharamkan golput.
30

 

C. Isi Fatwa Tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu 

Adapun keputusan fatwa MUI mengenai penggunaan hak pilih dalam 

pemilu adalah sebagaimana tertera dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tentang masail asasiyah wathaniyyah 

(masalah strategis bangsa) point IV : Penggunaan hak pilih dalam pemilihan 

umum yang isinya sebagai berikut : 

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin 

atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama 

sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah 

dan imarah dalam kehidupan bersama. 

3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan 

ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya 

(amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan 

memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. 

                                                           
30

 Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan”. Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI. Tahun 2012 
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5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan 

dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang 

memenuhi syarat hukumnya adalah haram.
31

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MUI akhirnya 

merekomendasikan sebagai berikut : 

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang 

mengemban tugas amar makruf nahi munkar. 

2. Pemerintah penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi 

penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga 

hak masyarakat terpenuhi. 

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan 

pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya di awal era reformasi 

MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan 

memasuki ranah politik
32

. Hal ini mengigat bahwa MUI adalah lembaga ulama 

yang merupakan refresentasi Islam dan lembaga Islam. MUI bisa dituding 

bermain mata dengan pemerintah yang sedang berkuasa atau partai tertentu, 

meskipun keluarnya fatwa ini dengan latar belakang yang dijelaskan di atas. 

Terbukti, setelah fatwa ini dikeluarkan, banyak pihak yang mengganggap bahwa 

MUI tidak berkompeten dan tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan 

golput. Dalam hal ini MUI tampak kebingungan antara memenuhi harapan partai-

partai politik, Ormas Islam, pemerintah atau masyarakat awam.  

                                                           
31

 Ibid, hal 878 
32

 Op-cit. Hal 171 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

1. Latar Belakang Berdiri MUI 

Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah wadah atau majelis yang 

menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk 

menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan 

cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 

H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan 

atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu‟ama yang datang dari berbagai 

penjuru tanah air
33

. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang 

mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari 

ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, 

Perti. Al Washliyah, Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 

orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang 

tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. 

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk 

membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan 

cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA 

MUI” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian 

disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia. Momentum berdirinya MUI 

bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, 
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setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam 

perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan 

rohani umat. 

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris 

tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk 

berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang 

pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan 

kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global 

yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas 

etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan 

kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas 

masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. 

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam 

pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi 

politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber 

pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak 

dalam egoisme kelompok (Ananiyah Hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu, 

kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi 

kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangkamewujudkan 

silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat 

Islam.  

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah 

musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk 
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memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan 

kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi 

terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam 

memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara 

ulama dan umara (Pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan 

pemerintah guna mensukseskan pembangunan Nasional meningkatkan hubungan 

serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam 

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam 

dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik
34

. Dalam khitah 

pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran 

utama MUI yaitu: 

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)  

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas Nabi, yaitu 

menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan 

sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris 

tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik 

yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, 

walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman 

karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan 

peradaban manusia. 
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2) Sebagai pemberi fatwa (Mufti) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam 

baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis 

Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia 

yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. 

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri‟ayat wa khadim al ummah) 

Majelis Ulama Indoneia berperan sebagai pelayan umat (Khadim 

Alummah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi 

harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia 

senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Isalam, baik langsung, akan 

bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha 

selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam 

dan masyarakat luas dalam hubungannya pemerintah. 

4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan 

pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan 

umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan tajdid yaitu 

gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq 

(kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian 

diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam 

Indonesia. 
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5) Sebagai penegak Amar ma‟ruf dan nahi munkar 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan Amar 

ma‟ruf nahyi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran 

dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini 

Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral 

(moral fress) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan 

rehabilitasi sosial. Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa 

kali kongres atau musyawarah Nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian 

Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan 

Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Mahfudh. Ketua Umum MUI 

yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-

tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin 

majelis para ulama ini.
35

 

2. Tujuan MUI 

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat 

yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur 

rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun 

ghafur). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara 

lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan 

dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan 

keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara. 
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3. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

VISI 

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (baldatun 

thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) 

demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari 

rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil „alamin)
36

. 

MISI 

1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif 

dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga 

mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan 

memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah; 

2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi mungkar dalam 

mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 

(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan; 

3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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4. Peran MUI Dalam Kancah Politik Di Indonesia 

Dalam perjalanannya sebagai organisasi yang menghimpun para ulama, 

zuama, dan cendekiawan muslim, MUI juga tidak lepas dari pasang surut dalam 

menjalankan program-program yang menjadi visi misinya. Selain dipandang 

sebagai pemberi solusi alternatif atas problem-problem ke-umat-an terutama 

persoalan yang dihadapi umat Islam, tak jarang MUI menelan pil pahit dan buah 

simalakama atas fatwa yang dikeluarkannya. Banyak fatwa-fatwa MUI yang 

menimbulkan kontroversi, menuai protes dari banyak kalangan karena dianggap 

fatwanya banyak yang merugikan. Terutama fatwa-fatwa yang berkaitan dengan 

politik kebangsaan. Jika dilihat dari sejarah perjalanan MUI dari waktu ke waktu, 

peran MUI sebagai institusi yang menghimpun kepentingan umat Islam di 

Indonesia dari berbagai golongan dalam kancah politik kebangsaan dan 

kenegaraan di Indonesia ini sangat besar. Fatwa MUI telah banyak memberikan 

kontribusi bagi perjalanan politik di negara ini. Akan tetapi dari serentetan fatwa 

yang dikeluarkan MUI justeru banyak yang menguntungkan kepentingan 

pemerintah. Hal ini sangat bisa dimaklumi mengingat sejarah berdirinya MUI 

tidak lepas dari campur tangan kekuasaan kala itu, yakni pemerintahan orde baru 

di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto
37

. 

Fatwa MUI dijadikan alat legitimasi bagi pensuksesan program-program 

pemerintah. Seperti fatwa MUI tentang KB, SDSB, dsb. Menurut mantan Menteri 

Agama, Munawir Syadzali, fungsi utama MUI adalah untuk menjelaskan 

kebijakan pemerintah dalam bahasa yang dapat dipahami umat. “Dulu, MUI 
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berfungsi memberi fatwa halal pada proyek Keluarga Berencana (KB), 

membenarkan SDSB, dan beberapa kebijakan pemerintah lainnya. Artinya, MUI 

hanya mengikuti dan memberi cap halal atau Islam bagi kebijakan pemerintah 

yang dinilai memerlukannya
38

. Selain fatwa-fatwa yang terkesan memihak kepada 

kekuasaan, banyak fatwa-fatwa MUI yang menimbulkan kontroversi dan 

bermuara pada kepentingan politik. Lihat saja fatwa penyesatan terhadap 

kelompok Ahmadiyah yang secara organisatoris keberadaan Ahmadiyah telah 

tumbuh lama di negara ini dan mendapat ijin dari pemerintah dan sederetan fatwa 

penyesatan terhadap aliran-aliran yang dipandang nyeleneh yang berlainan dengan 

faham mayoritas seperti penyesatan ajaran Yusman Roy, Lia Eden, Dekstro, dll. 

Dan yang terakhir yang tidak lepas dari kepentingan politik juga adalah 

fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu. Fatwa yang dikeluarkan 

MUI lewat forum Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se 

Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009 

di Padang sangat bernuansa politis. Karena fatwa tersebut muncul pada saat 

pemerintah akan menyelenggarakan pemilu dan diharapkan bisa menekan angka 

golput. Di mana munculnya golput yang tinggi pada saat pemilu akan 

berpengaruh pada gagalnya pemerintah dalam menyukseskan pemilu. Pemilu akan 

dipandang sukses dan berhasil jika diikuti oleh partisipasi aktif rakyat dalam 

mengikuti pemilu dengan memberikan suaranya dalam pemilu. Sementara fatwa 

MUI dimunculkan untuk bisa mendorong rakyat mengikuti proses pemilu dan 
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menekan munculnya golput yang terus mengalami peningkatan setiap 

dilaksanakannya pemilu dari waktu ke waktu. 

B. PWNU Sumatera-Selatan 

1. Sejarah PWNU Sumatera Selatan 

Sejarah berdirinya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai sebuah organisasi keagamaan yang mengelola manajemen 

kelembagaan ditingkat wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari 

keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 

1926 yang didirikan oleh para ulama pengasuh pesantren yang sekaligus mereka 

adalah pencetak kader-kader Islam yang paling awal. Berawal dari 

keterbelakangan, baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa 

Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat adanya tradisi, menggugah kesadaran 

kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia. Perjuangan 

ini di tempuh melalui jalan pendidikan organisasi sosial kebangsaan dan sosial 

keagamaan. Tujuannya adalah untuk memajukan kehidupan ummat seperti antara 

lain Budi Utomo dan syarikat Islam yang kemudian disusul Muhammadiyah. 

Peristiwa-peristiwa ini membangkitkan obsesi sejumlah pelajar Indonesia yang 

menuntut pelajaran di Makkah untuk memajukan kaum muslimin dengan 

mendirikan sebuah Organisasi Pendidikan dan Dakwah pada tahun 1916 yang 

diberi nama Nahdlatul-Watan (Kebangkitan Tanah Air) yang menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan (pengajaran) formal berupa sekolah (Madrasah) dan kursus-

kursus praktis kepemimpinan. Selanjutnya tahun 1981 berdiri organisasi lain yaitu 

taswirul-afkar (refresentasi gagasan-gagasan) di surabaya yang bergerak dalam 
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kegiatan yang sama dengan pendahuluan tetapi lebih menekankan aspek 

sosialnya. 

Pada tahun 1922 sampai 1926 para aktivis muslim dari berbagai organisasi 

dan perhimpunan mengadakan serangkaian kongres bersama (Kongres Al-Islam) 

dan menjelang kongres ke empat, agustus 1925 datang undangan untuk 

menghadiri kongres Makkah, guna memberi dukungan kepada Raja Ibnu Saud 

yang hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekkah, serta 

hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang 

selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid‟ah. Gagasan kaum wahabi 

tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia.  

Sebaliknya kalangan tradisionalis Indonesia menghendaki agar utusan 

Indonesia ke kongres Makkah meminta jaminan dari ibnu sa‟ud bahwa dia akan 

menghormati mazhab-mazhab fiqh ortodok dan membolehkan berbagai praktek 

keagamaan tradisional. Kaum pembaharu tidak bersedia meminta kepada Sa‟ud 

agar melindungi praktek-praktek tradisional yang tidak mereka setujui tersebut. 

Kemudian kongres Al-Islam kelima diadakan untuk memilih siapa yang akan 

menjadi utusan ke Makkah. Pada saat itu, kaum tradisionalis tidak mendapat 

kesempatan. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan 

bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, akhirnya para 

ulama tradisionalis membentuk komite hijaz, artinaya panitia aksi untuk 

menanggulangi masalah hijaz tersebut. 

Komite hijaz yang di bentuk sebelum januari 1926 diketuai Hasan Gipo 

dan wakil Saleh Jami, Sekertaris Moehamad Shadiq dan Wakil Abdul Halim, 
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Penasehat K.H Abdul Wahab, K.H Khoiril. Mereka ini mempersiapkan pertemuan 

komite Hijaz 31 Januari 1926. Pertemuan ini selanjutnya di jadikan hari lahir NU, 

sebab dalam pertemuan tersebut diputuskan mengirim delegasi ke Mekkah, untuk 

menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H Hasyim Asy‟ari kemudian 

menulis, anggaran dasar NU, beliau mengutip beberapa ayat Alqur‟an yang 

menyerukan umat Islam bersatu dan di tutup dengan pernyataan bahwa 

pembentukan sebuah organisasi untuk membela Islam merupakan konsekuensi 

logis dan perlu dari perintah-perintah ilahi tersebut. Risalah ini dikenal dengan 

Muqaddimah Qanun Asasi. 

Berdirinya PWNU Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan hampir 

bersamaan waktunya dengan berdirinya Nahdlatul Ulama di Surabaya 1926 M 

oleh K.H Hasyim Asy‟ari. Hal ini di mungkinkan karena salah satu pelopor 

pendirinya adalah Syekh Muhammad Salim Alkaf, seorang Rois Suriyah NU dan 

salah seorang pendiri NU Palembang pada tahun 1937. Selain sebagai pendiri 

mereka menjabat juga sebagai pengurus pertama PWNU Provinsi Sumatera 

Selatan. Sejak saat itu keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat 

luas . Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) merupakan lembaga otonom 

di daerah tingkat I Provinsi di seluruh Indonesia, yaitu lembaga yang membawahi 

beberapa lembaga di bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di 

tingkat Provinsi yang bertugas mengatur dan memanage roda organisasi di 

wilayah agar berjalan dengan terarah dan dinamis
39

. Pada tahun 1952 Nahdlatul 

Ulama mengadakan sebuah muktamar, yang mana pada muktamar tersebut 
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dimaksudkan agar Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Sebelum menjadi 

partai politik Nahdlatul Ulama tergabung di dalam Masyumi yang mana pada 

waktu itu terdapat keganjalan dan membuat Nahdlatul Ulama sepakat untuk 

mengadakan perkumpulan antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang mana pada 

waktu itu bertempat dikediaman KH. Maksum Khalil jombang, awal April 1952. 

Berbagai persoalan di bahas dan telah diputuskan secara organisator NU memisahkan diri 

dari Masyumi. Kemudian keputusan tersebut disampaikan didalam Muktamar ke 19 di 

Palembang tanggal 28 April – 1 Mei 1952, Ternyata 61 suara menyetujui, 9 suara 

menolak dan 7 suara memisahkan diri dari Masyumi dengan syarat sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan keputusan jangan sampai menimbulkan kegoncangan di kalangan 

ummat Islam Indonesia. 

2) Pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan melalui perundingan dengan Masyumi. 

3) Keputusan ini dijalankan dalam hubungan luas berkenaan dengan keinginan 

membentuk Dewan Pimpinan Ummat Islam Indonesia yang nilainya lebih tinggi, 

di mana partai-partai dan organisasi dapat berkumpul dan berjuang bersama-

sama. 

Dengan demikan, NU sudah membuka lembaran sejarah baru. Jika semula ia 

hanya menitikberatkan orientasinya kepada soal-sola social dan keagamaan, maka 

semenjak Muktamar Palembang NU menambah orientasi kepada masalah politik. AD-

ART pun sudah tidak bernama jami‟iyah lagi, tetapi sudah diubah menjadi AD-ART 

partai politik NU. Lapangan usahanya juga semakin membengkak kepada persoalan 

pertahanan keamanan, politik luar negeri dan dalam negeri, perburuan dan persoalan 

social-budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Tentu saja, tujuan untuk menumbuhkan 

masyarakat Islamiyah, tidak terlupakan. Meski sudah berubah dan tumbuh menjadi partai 
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politik, pola organisasi NU masih tetap pola organisasi Jami‟iyah diniyah, yakni 

menempatkan ulama pada posisi sentral. Dan mengenai keanggotaan pun masih 

dpertahankan, yakni harus orang Indonesia yang beragama Islam dan berhaluan salah satu 

dari empat madzab
40

. 

2. Tujuan PWNU Sumatera Selatan 

Nahdlatul Ulama sebagai Jam‟iyyah Diniyah adalah wadah bagi para 

ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 rajab 1344 H/31 Januari 

1926 dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan 

mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama‟ah dan 

menganut salah satu madzhab yang terdiri dari empat, masing-masing imam Abu 

Hanifah An-Numan, Imam Malik bin Ana, Imam muhammad bin Idris Asyafii 

dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama 

dan pengikutnya-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan 

ketinggian harkat dan martabat manusia
41

. 

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang 

bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat 

yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak, mulia, tentram, 

adil, dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui 

serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang 
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membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut 

sebagai khittah Nahdlatul Ulama. 

3. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan 

Visi Nahdlatul Ulama 

1) Menjadi Jam‟iyah diniyah Islamiyah ijtima‟iyah yang memperjuangkan 

tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah 

2) Mewujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, 

keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat 

bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang 

berazaskan Pancasila 

Misi Nahdlatul Ulama 

1) Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah‟ah 

an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter 

Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I‟tidal (tegak lurus), dan 

Tasamuh (toleran) 

2) Mengembangkan beragam khidmah bagi jama‟ah NU guna meningkatkan 

kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam‟iyah 

NU 

3) Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar 

produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada 

kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa 

keadilan. 
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4. Dasar-dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama sebagai jam‟iyyah Diniyah adalah wadah bagi para 

ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 rajab 1344 H/31 Januari 

1926 dengan tujuan memelihara,melestarikan,mengembangkan dan mengamalkan 

ajaran Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama‟ah dan menganut salah satu 

madzhab empat, masing-masing imam Abu Hanifah An-Numan, Imam Malik bin 

Ana, Imam muhammad bin Idris Asyafii dan Imam Ahmad bin Hambal, serta 

untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya-pengikutnya dalam 

melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan 

masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia
42

. 

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang 

bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat 

yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak, mulia, tentram, 

adil, dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui 

serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang 

membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut 

sebagai khittah Nahdlatul Ulama. 

5. Praktek politik Nahdlatul ulama Sumatera Selatan 

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam yang muncul 

pada masa pergerakan nasional Indonesia, tetapi pada tahun 1952 NU berubah 

menjadi partai politik setelah melepaskan diri dari masyumi. Keputusan keluarnya 

NU dari Masyumi dan menjadi partai politik dituangkan dalam muktamar ke 19 di 
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Palembang dengan hasil 61 suara setuju, 9 suara menolak, dan 7 abstain. NU 

menjadi partai politik mulai dari tahun 1952-1973 di Indonesia, pada tahun 1982 

(wawancara dengan Efran Endari. ST) NU menjadi organisasi masyarakat Islam 

yang mana sampai sekarang menjadi sebuah organisasi Islam yang kuat bersama 

Muhammadiyah di Indonesia, pada tahun 1998 NU memilih sebuah partai politik 

untuk menjadi relasi politik yaitu partai PKB, Tidak dapat dipungkiri bahwa 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan anak kandung yang dilahirklan dari 

tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga hubungan ini dapat dikatakan sebagai 

relasi politik yang “genetikal” antara NU dengan PKB, NU sebagai bapak dan 

PKB adalah anaknya. Namun, ditengah percaturan politik yang dinamis ini 

seringkali bapak dan anak sering beda pendapat dan berjalan berseberangan tetapi 

tetap melalui musyawarah
43

. 

6. Struktur Pengurus PWNU Sumatera-Selatan 

Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2015-2020 

struktur dan perangkat organisasi NU terdiri dari pengurus besar, pengurus 

wilayah, pengurus cabang/pengurus cabang istimewa, pengurus majelis wakil 

cabang dan pengurus ranting. PWNU Provinsi Sumatera Selatan berada pada 

tingkatan II yaitu pengurus wilayah. Untuk menjalankan roda organisasi agar 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan struktur organisasi agar 

dapat diketahui wilayah kerja masing-masing unit di dalam penyelenggaraan 

dakwahnya, dengan struktur organisasi, maka dapat diketahui tugas dan 

wewenang masing-masing. Berikut ini penulis ingin memaparkan personalia 
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pengurus PWNU Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018-2020 sebagai 

berikut
44

 : 

MUTASYAR :  

K.H Ahmad Suhadi Ismail  Ir. H. Alex Noerdin 

H. Kms. Abdul Halim Ali  Prof. Dr. Kms. H.muhammad arsyad And 

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff  KH. Sarifuddin Ya‟kub 

KH. Muhammad mudarris, SM KH. Marjohan 

Drs. H. Najib Haitami, M.M  KH. M. Fajri Zabidi 

KH. Husni Thamrin Madani  KH. Drs. H. Anwar Malik 

KH. Priyanto Chaeruddin  Prof. Dr. Duski Ibrahim 

KH. Ahmad Romli 

SYURIAH : 

Rais  : K.H Dimyati Dahlan 

Wakil Rais  KH. Alfandi 

Wakil Rais  KH. Amin Dimyati, S.H. 

Wakil Rais  KH. Muhammad Dainawi 

Wakil Rais  KH. Mudatsir 

Wakil Rais  KH. Maman Abdurrochman 

Wakil Rais  KH. Ali Mohsin 

Wakil Rais  KH. Abdul Hadi 

Wakil Rais  KH. Muato‟Zuhdi 

Wakil Rais  KH. Nawawi Dencik Al Hafizh 
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Wakil Rais  KH. Khusnudin karim 

Wakil Rais  Prof. Dr. Izomiddin, M.Ag. 

Wakil Rais  Drs. H. Nur Muhammad 

Katib   Kyai Nur Salim Habibi, S.pd.I. 

Wakil Katib  Muhammad Qoiduzzuhad   

Wakil Katib  KH. Mursidi 

Wakil Katib  KH. Junaidi Sanusi 

Wakil Katib  KH. Ahmad Dawam 

Wakil Katib  KH. Syarif Chumas Assyawaly, S.Th.I. 

Wakil Katib  KH. Imron Abha 

Wakil Katib  KH. Qusyairi Abror 

A’WAN : 

KH. Shofwan    Ky. Khoiron 

Dr. KH. Ahmad Zainuri  KH. Afiful Ikhwan 

KH. Muhtarom   KH. Kusnan 

KH. Anwar Ruba‟i   KH. Solehan Ma‟mun 

KH. Munawwir   Ky. Fattah Yasin 

Prof. Dr. H. Slamet Widodo  M. Ridwan, S.Ag 

Dr. KH. Mudrik Qori, MA  KH. Imam Sarbini 

Dr. KH. Kms Badarudin Ali  H. Imam Rodin, M.Pd. 

KH. Drs.M. Thoha   Asrul Hery, SH 

KH. Tajudin Anwari   H. Richard Cahyadi, S.STP, MAP 

KH. Nur Khosim   Syamsul Alwi, S.Sos.I, M.Si 
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KH. Zarqoni    Ali Hasmi Arsyad 

Meiliwansyah, S.STP, MM  KH. Hendra Zainudin, S.Pd.i 

Abdullah Assegaf SE, Ak  Drs. Azhari Rahardi, Msi 

TANFIDZIYAH : 

Ketua    : Heri Candra, S.Kom 

Wakil Ketua   Drs. H. Koymudin, SH, M.M   

Wakil Ketua   Drs. H. Agus Muhaimin,M.M 

Wakil Ketua   Deni Priansyah, S.Ag. M.Pd.I 

Wakil Ketua   H.M. Antoni Toha,S.H, M.Hum 

Wakil Ketua    Ardani, SE   

Wakil Ketua    Ky. Muhammad Attoillah 

Wakil Ketua   KH. Tobroni Hanani 

Wakil Ketua   Dr. Abdul Hadi, M.Ag 

Wakil Ketua   Dr. Munir, M.Ag 

Wakil Ketua   Drs. Jamanuddin, M.Pd.i 

Wakil Ketua   KH. Syukron Ma‟mun 

Wakil Ketua   Alpian Toni, S.H, M.H 

Wakil Ketua   KH. DR. Ahmad Mansur 

Wakil Ketua   KH. Syamsudin 

Wakil Ketua   Drs. Ratu Dewa 

Wakil Ketua   KH. Imam Sujari, B.A 

Wakil Ketua   H. Ikrar, S.Ag, M.M 

Wakil Ketua   H. Bustomi Rene 
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Wakil Ketua   H. Johan Deliaswaldi SE 

Wakil Ketua   Dr. M. Syawaludin, M.A 

Sekretaris  : Hernoe Roesprijadji, S.I.P. 

Wakil Sekretaris  Abdul Malik Syafei, M.H 

Wakil Sekretaris  Efran Endari. ST 

Wakil Sekretaris  M. Syueb, S.Ag 

Wakil Sekretaris  Syahfitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I 

Wakil Sekretaris  H. Syarifuddin Latif, M.S.E 

Wakil Sekretaris  H. Muamar M.Si 

Wakil Sekretaris  H. Masagus Ahmad Fauzan Yayan, S.Sos.i 

Wakil Sekretaris  Ahmad Jailani, S.Th.I. 

Wakil Sekretaris  H. Zen Muttaqin, Amd 

Wakil Sekretaris  Ma‟mun Muhid, S.E, M.M 

Wakil Sekretaris  Dede Iskandar, S.Hum 

Wakil Sekretaris  Farhan Al-Fikri 

Bendahara  : Firdaus, SE 

Wakil Bendahara  H. Juarsah, S.H 

Wakil Bendahara  Drs. H. Agus Yudiantoro, M.Si 

Wakil Bendahara  Marzuki, S.Sy. 

Wakil Bendahara  Abdul Rohman Husen 

 

 

 



 
 

61 
 

Gambar.3.1 

STRUKTUR NU
45

 

TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Dokumentasi PWNU, Provinsi Sumatera Selatan 

PBNU 

PWNU 

SYURIAH 

TANFIDZIYAH 

A‟WAN 

SYURIAH 
MUTASYAR 

IPNU 

IPPNU 

FATAYAT 

MUSLIMAT 

ISNU 

GP ANSOR 

PERGUNU 

JATMAN 

JQH 

PS 

PAGARNUSA 

PMII 

 

LT LB Lpn Lwn LP 

MA‟ARIF 

LAK 

PES 

DAM 

LB LDN

U 

RMI UN LP2N LB

H 

PCNU 

MWC 

RANTING 

ANAK 

RANTING/MASJID 

BANOM 



 
 

62 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama 

melakukan penelitian dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

Provinsi Sumatera-Selatan dan KPU Sumatera-Selatan. Bab ini menguraikan 

tentang pembahasan mengenai Respon PWNU Sumatera-Selatan terhadap 

dikeluarkannya fatwa MUI Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Efektivitas 

fatwa tersebut dalam meningkatkan angka partisipasi dikalangan masyarakat 

Sumatera-Selatan. Media telah banyak membahas tentang fatwa ini mulai dari 

pernyataan yang bersifat sangat mendukung atas dikeluarkannya fatwa tersebut 

dan ada pula yang memandang bahwa MUI mengeluarkan fatwa ini ada 

kepentingan politik, maka dari itu pada bab ini kita akan mengetahui respon atau 

pandangan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama selaku peserta yang 

menghadiri sidang pleno se Indonesia III pada tanggal 23-26 Januari 2009 di 

Padang Panjang Sumatera Barat. 

A. Respon PWNU Sumatera-Selatan Terhadap Dikeluarkannya Fatwa MUI 

“Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu” 

Sebelum mengetahui respon PWNU Sumatera-Selatan maka kita harus 

mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan respon. Respon atau 

stimulus respon ini pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang 

sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan 

demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-pesan 

media dan reaksi audience. Prinsip stimulus respon ini merupakan dasar dari teori 

hipodermik, dalam masyarakat massa, di mana prinsip stimulus respon 
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mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan 

didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Sehingga secara 

serempak pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar individu, kemudian 

sejumlah besar individu itu akan merespon pesan informasi itu
46

. 

Pada tahun 1970, Melvin DeFleur melakukan modifikasi terhadap teori 

stimulus respons dengan teorinya yang dikenal sebagai perbedaan individu dalam 

komunikasi massa (individual differences). Disini diasumsikan, bahwa pesan-

pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan 

karakteristik pribadi dari para anggota audience. Teori DeFleur ini secara eksplisit 

telah mengakui adanya intervensi variabel-variabel psikologis yang berinteraksi 

dengan terpaan media massa dalam menghasilkan efek. DeFleur mengembangkan 

model psikodenamik yang didasarkan pada keyakinan bahwa kunci dari persuasi 

yang efektif terletak pada modifikasi struktur psikologis internal dan individu. 

Melalui modifikasi inilah respons tertentu yang diharapkan muncul dalam 

perilaku individu akan tercapai
47

.  

Jadi respons adalah suatu pesan atau pandangan dari individu yang telah 

mengenal dan mengetahui suatu masalah atau fenomena yang kemudian 

dikeluarkan melalui pendapat individu tersebut sehingga di dapat kesimpulan atas 

masalah atau fenomena tersebut. Respons yang di maksud dalam penelitian ini 

adalah pandangan dari anggota PWNU Sumatera-Selatan terhadap fatwa MUI 

menggunakan hak pilih dalam pemilu yang mana dalam fatwa ini pada butir 

keempat menyatakan bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah Wajib, MUI 
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mengeluarkan fatwa tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat setelah 

diberlakukannya fatwa ini khususnya provinsi Sumatera-Selatan. 

Partisipasi masyarakat dalam pemilu memang sangat penting dalam 

sebuah tatanan Negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya 

modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik 

sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan, partisipasi masyarakat 

juga dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu 

pemerintahan. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan 

erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak 

hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan dan 

menentukan pendapat. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 : 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
48

. 

Proses demokrasi Indonesia akhir-akhir ini semakin mengalami banyak 

kemajuan, dapat dilihat dari sistem pemilihan yang ada di Indonesia. Pasalnya 

pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, walikota hingga bupati bahkan di 

beberapa daerah pemilihan kepala desa pun melalui pemilihan langsung oleh 

rakyat. Seiring dengan banyaknya kemajuan dalam sebuah proses demokrasi tentu 

tidak lepas dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul, contohnya dengan 

dilaksanakannya pemilukada melahirkan berbagai masalah baru seperti sengketa 

yang berakhir di pengadilan seperti yang terjadi pada pilgub Sumsel, pilkada 
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kabupaten empat lawang dan masih banyak yang lainnya. Selain itu rendahnya 

partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya menjadi masalah utama 

dalam demokrasi di Indonesia
49

.  

Oleh sebab itu MUI mengeluarkan sebuah fatwa tentang kewajiban 

memilih dalam pemilu, dari hasil wawancara dengan anggota PWNU Sumatera-

Selatan mereka memberikan respon dan pandangan mereka terhadap fatwa ini. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Rima Andarsih selaku ketua pengurus 

wilayah fatayat Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan sebagai berikut : 

“Dengan adanya fatwa ini seharusnya umat Islam memenuhi hak pilih 

mereka karena itu sebuah kewajiban,karena hukumnya wajib bagi kita 

yang mengerti Atau seharusnya kpu mensosialisasikan bahwa suara dari 

kalian menentu kesuksessan bangsa kedepan,apabila golput kita tidak 

memilih terus kedepannya terjadi begini-begini lah salah sendiri mengapa 

golput, itu positif negatifnya menurut saya”
50

. 

 

Fatwa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pemilu yang bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa, banyak faktor 

yang menyebabkan masyarakat golput mulai dari kurangnya sosialisasi, waktu, 

kurang mengenal sosok calon dan kecewa karena tidak ada perubahan berarti, hal 

inilah yang menjadi persoalan partisipasi dalam pemilu, tetapi apakah fatwa ini 

sudah berjalan dengan baik, Menurut bpk Efran Endari ST selaku Wakil 

Sekretaris PWNU Sumatera Selatan : 

“Menurut saya untuk pengurangan angka golput korelasinya masih tidak 

stabil masih bisa naik dan juga masih bisa turun karena rakyat sekarang 

sudah cerdas, siapa yang di belakang siapa yang ngiring maka itu yang 

akan dipilih”
51

. 
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Korelasi dimaksudkan ialah data yang tidak stabil yang mana angka 

partisipasi bisa naik dan bisa turun. Dalam mewujudkan tujuan dari fatwa ini 

memang masih terdapat banyak hambatan banyak dari masyarakat yang belum 

tergerak untuk berpartisipasi di karenakan faktor-faktor yang telah disebutkan di 

atas, Menurut Prihartinadya selaku Ketua IPPNU Sumatera Selatan sebagai 

berikut : 

“Hambatan yg muncul menurut saya apakah fatwa ini akan dikerjakan 

oleh masyarakat atau tidak atau hanya sekedar fatwa yang dikeluarkan 

tetapi tidak di aplikasikan oleh masyarakat kalau menurut saya 

hambatannya seperti itu”
52

. 

 

Dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan di dalam fatwa ini memang 

tidaklah mudah karena masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai 

hak partisipasi mereka bagi masyarakat yang paham akan hukum Islam otomatis 

mereka akan memberikan suara mereka tetapi sebaliknya bagi masyarakat yang 

belum memahami tentang fatwa ini mungkin mereka mempunyai pandangan 

sendiri. Dengan melalui sosialisasi lebih lanjut melalui fatwa ini kemungkinan 

masyarakat akan paham maksud dan tujuan dari MUI, Seperti yang dikemukakan 

oleh Ibu Rima Andarsih selaku ketua pengurus wilayah fatayat Nahdlatul Ulama 

Sumatera Selatan sebagai berikut : 

“Supaya angka golput itu menurun perlu disosialisasikan fatwa ini 

melalui sekarangkan banyak majelis taklim, pertemuan-pertemuan 

internal itukan sedikit demi sedikit bisa meminimalisir angka golput itu 

sendiri”
53

. 
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Dari hasil wawancara di atas  dapat disimpulkan bahwa fatwa yang 

dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2009 ini belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik banyak hambatan yang di alami setelah diberlakukannya fatwa ini. Peneliti 

dapat melihat bahwa upaya dari MUI untuk menekan angka golput belum 

sepenuhnya terealisasi, mungkin dengan sosialisasi dan pendidikan politik bisa 

terealisasi niat dari MUI tersebut. 

Kemunculan fatwa ini juga kemungkinan besar adanya intervensi dari 

pemerintah. Asumsinya adalah bahwa pemilu merupakan tanggungjawab dari 

pemerintah, sukses dan tidaknya pemilu sangat mempengaruhi kinerja 

pemerintah. Jika pemilu sukses maka kinerja pemerintah akan dianggap sukses. 

Begitu juga sebaliknya, jika pemilu gagal maka kinerja dari pemerintah akan 

dipandang gagal pula. Seperti yang di ungkapkan oleh Bpk K.H. Marjohan selaku 

anggota Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, sebagai berikut : 

“Kalau menurut saya muatan politik pasti jalan disana,kepentingan partai 

pasti ada dan juga melihat masyarakat juga kalau menurut saya atas itu 

MUI mengeluarkan Fatwa ini”
54

. 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan politik dan 

pemerintah berperan disana demi untuk memajukan suatu bangsa dan juga 

memberikan himbauan terhadap masyarakat atas kewajiban dalam memilih 

pemimpin. MUI sebagai wadah silatuhrahmi dan musyawarah ulama untuk 

memberikan panduan arahan bagi umat Islam dalam rangka memecahkan 

problematika kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut hasil pengamatan 

telah melaksanakan perannya dengan mengeluarkan fatwa menggunakan hak pilih 
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dalam pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

memberikan himbauan terkhusus untuk umat Islam dalam memilih suatu 

pemimpin. Untuk selanjutnya mungkin dengan memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat agar tujuan awal dari fatwa ini bisa tercapai. 

B. Keefektifan Fatwa MUI terhadap partisipasi politik dikalangan masyarakat 

Sumatera-Selatan pada Pilpres tahun 2009 dan 2014 

Untuk mengetahui keefektifan partisipasi masyarakat dalam pemilu setelah 

dikeluarkannya fatwa ini khususnya dikalangan masyarakat Sumatera-Selatan 

pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu 

apa yang dimaksud dengan keefektivan data,  keefektivan data adalah suatu 

pencapaian sasaran data yang dituju dalam suatu penelitian yang mana data 

tersebut akan menjawab apakah permasalahan tersebut sudah efektif atau masih 

perlu pengembangan dalam suatu masalah tersebut. Yang mana pada penelitian ini 

peneli mencari informasi dan data yang kongkrit mengenai angka partisipasi 

masyarakat setelah dikeluarkannya fatwa ini. 

Definisi tentang fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat dan 

tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri 

dalam bahasa arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun 

yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh 

sebuah lembaga yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti atau ulama 

sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh 

majelis ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah 
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yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam 

di Indonesia. 

Jadi fatwa ini salah satu tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat sesuai dengan UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan 

suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah 

menikah mempunyai hak memilih
55

.  

Pada penelitian ini peneliti mengambil data pilpres tahun 2009 dan 2014 

untuk mengetahui seberapa efektifnya fatwa ini dalam menekan angka golput. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera-Selatan telah membuat keputusan 

pada pilpres tahun 2009 yang pada waktu itu terdapat 3 pasangan calon dan pada 

saat itu di menangkan oleh pasangan DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. 

Dr Boediono. 

Adapun jumlah pemilih dalam daftar pemilihan yang menyuarakan 

suaranya pada pemilu Presiden di Provinsi Sumatera-Selatan sebagai berikut : 
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TABEL 1 

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap 

Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2009 

 

No Uraian 
Jumlah 

Pindahan 

Kota 

Palembang 

Kab. 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Rawas 

Kab. 

Ogan 

Ilir 

Kab. 

Oki 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih             

1 
Jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih 

LK 
  

541.552 258.997 200.299 192.474 136.779 259.143 

PR 
  

529.042 256.942 191.319 184.930 142.262 245.818 

JML 
  

1.070.594 515.939 391.618 377.404 279.043 504.961 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Oku 

Kab. Oku 

Selatan 

Kab. Oku 

Timur 

Kota 

Prabumulih 
Kab. Muaraenim 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih 

LK 
119.271 121.999 221.179 54.773 244.471 119.271 

PR 
114.104 109.081 212.070 56.616 246.575 114.104 

JML 
233.275 231.080 433.249 111.389 491.046 233.275 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Lahat 

Kota Lubuk 

Linggau 

Kota 

Pagaralam 

Kab. 4 

lawang 

Jumlah Akhir/ 

Pindahan 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih 

LK 
  

135.468 69.509 48.327 88.370 2.692.611 

PR 
  

132.945 70.736 46.167 82.867 2.621.476 

JML 
  

268.413 140.245 94.494 171.237 5.314.087 

 

Dari data tersebut telah dijelaskan bahwa di Provinsi Sumatera-Selatan 

jumlah pemilih dalam daftar pemilh tetap sejumlah 5.314,087 yang mana jumlah 

laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan, jumlah DPT laki-laki di Provinsi 

Sumatera-Selatan tahun 2009 berjumlah 2,692.611 dan jumlah DPT perempuan 

berjumlah 2.621.476. 



 
 

71 
 

TABEL 2 

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dari 

setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 2009 

 

No Uraian 
Jumlah 

Pindahan 

Kota 

Palembang 

Kab. 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Rawas 

Kab. 

Ogan 

Ilir 

Kab. 

Oki 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih             

2 

Jumlah pemilih dalam 

DPT yang menggunakan 

hak pilih 

LK 
  

343.450 201.082 142.228 152.176 97.208 204.718 

PR 
  

396.433 199.982 173.163 146.206 104.541 199.178 

JML 
  

739.883 401.064 279.391 298.382 201.749 403.896 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Oku 

Kab. Oku 

Selatan 

Kab. Oku 

Timur 

Kota 

Prabumulih 
Kab. Muaraenim 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

DPT yang menggunakan 

hak pilih 

LK 
128.116 85.612 95.550 184.031 40.638 182.909 

PR 
123.781 84.058 84.296 178.933 43.772 189.174 

JML 
251.897 169.170 179.846 362.964 84.410 372.083 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Lahat 

Kota 

Lubuk 

Linggau 

Kota 

Pagaralam 

Kab. 4 

lawang 

Jumlah Akhir/ 

Pindahan 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

DPT yang menggunakan 

hak pilih 

LK 
  

99.776 48.236 35.257 52.810 1.965.681 

PR 
  

100.779 50.673 34.390 54.129 2.003.707 

JML 
  

200.555 98.909 69.647 106.939 3.969.388 

 

Dari data di atas telah di jelaskan dari data keseluruhan pemilih yang tadi 

berjumlah 5,314.087 tetapi yang menyuarakan suaranya hanya 3.969.388 yang 

mana jumlah laki-laki yang memilih berjumlah 1.965.681 dan jumlah perempuan 

yang memilih berjumlah 2.003.707. 
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Jadi bisa kita simpulkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2009 di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menyuarakan suaranya atau 

golput berjumlah 1.344.699 dengan kalkulasi perhitungan jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 5.314.087 dikurang jumlah pemilih yang 

menyuarakan suaranya sejumlah 3.969.388, di dapatlah hasil pemilih yang tidak 

menyuarakan suaranya atau golput sejumlah 1.344.699
56

. 

Adapun rekapitulasi perolehan suara masing-masing kandidat calon 

Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2009 di Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai berikut : 

a. HJ. Megawati – H. Prabowo Subianto sebanyak 1.518.648 

b. DR.H. Susilo Bambang Y – Prof.Dr. Boediono sebanyak 2.075.451 

c. H.M. Jusuf Kalla – H. Wiranto sebanyak 244.245 
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TABEL 3 

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap 

Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2014 

 

No Uraian 
Jumlah 

Pindahan 

Kota 

Palembang 

Kab. 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Rawas 

Kab. 

Ogan 

Ilir 

Kab. 

Oki 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih             

1 
Jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih 

LK 
  

567.461 297.128 233.392 217.990 149.900 285.965 

PR 
  

576.553 289.323 224.411 209.703 151.326 270.172 

JML 
  

1.144.014 586.451 457.803 427.693 301.226 556.137 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Oku 

Kab. Oku 

Selatan 

Kab. Oku 

Timur 

Kota 

Prabumulih 
Kab. Muaraenim 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih 

LK 
128.116 135.502 242.898 65.852 268.067 128.116 

PR 
123.781 124.885 233.474 67.360 268.023 123.781 

JML 
251.897 260.387 476.372 133.212 536.090 251.897 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Lahat 

Kota 

Lubuk 

Linggau 

Kota 

Pagaralam 

Kab. 4 

lawang 

Jumlah Akhir/ 

Pindahan 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih 

LK 
  

148.931 76.642 53.203 93.198 2.964.245 

PR 
  

144.112 78.051 51.317 88.289 2.900.780 

JML 
  

293.043 154.693 104.520 181.487 5.865.025 

 

Dari tabel di atas telah dijabarkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan 

jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 5.865.025 yang mana 

jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan. Jumlah DPT laki-laki di 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 berjumlah 2.964.245 dan jumlah DPT 

perempuan berjumlah 2.900.780. 
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TABEL 4 

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dari 

setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 2014 

 

No Uraian 
Jumlah 

Pindahan 

Kota 

Palembang 

Kab. 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Banyuasin 

Kab. Musi 

Rawas 

Kab. 

Ogan 

Ilir 

Kab. 

Oki 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih             

2 

Jumlah pemilih dalam 

DPT yang menggunakan 

hak pilih 

LK 
  

378.243 207.126 154.453 161.888 99.200 213.538 

PR 
  

411.206 210.940 149.669 158.156 106.515 211.563 

JML 
  

789.449 418.066 304.322 320.044 205.715 425.106 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Oku 

Kab. Oku 

Selatan 

Kab. Oku 

Timur 

Kota 

Prabumulih 
Kab. Muaraenim 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

DPT yang menggunakan 

hak pilih 

LK 
128.116 87.755 98.875 191.244 43.693 194.729 

PR 
123.781 86.429 89.533 188.420 47.109 201.345 

JML 
251.897 174.184 188.408 379.664 90.802 396.074 

 
Uraian 

Jumlah 

Pindahan 
Kab. Lahat 

Kota 

Lubuk 

Linggau 

Kota 

Pagaralam 

Kab. 4 

lawang 

Jumlah Akhir/ 

Pindahan 

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih           

 

Jumlah pemilih dalam 

DPT yang menggunakan 

hak pilih 

LK 
  

104.037 51.317 36.169 55.561 2.077.828 

PR 
  

105.639 54.953 35.850 55.471 2.112.803 

JML 
  

209.676 106.270 72.019 111.032 4.190.631 

 

Dari data di atas telah di jelaskan dari data keseluruhan pemilih yang tadi 

berjumlah 5.865.025 tetapi yang menyuarakan suaranya hanya 4.190.631 yang 

mana jumlah laki-laki yang memilih berjumlah 2.077.828 dan jumlah perempuan 

yang memilih berjumlah 2.112.803. 
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Jadi bisa kita simpulkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menyuarakan suaranya atau 

golput berjumlah 1.674.394 dengan kalkulasi perhitungan jumlah pemilih dalam 

daftar pemilih tetap atau DPT sejumlah 5.865.025 dikurang jumlah pemilih yang 

menyuarakan suaranya sejumlah 4.190.631, di dapatlah hasil pemilih yang tidak 

menyuarakan suaranya atau golput sejumlah 1.674.394. 

Dalam hal ini peran dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi 

politik di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan lagi dikarenakan angka 

partisipasi masyarakat pada saat pemilu masih banyak yang tidak menyuarakan 

suaranya dikarenakan berbagai faktor, sesusai dengan data yang diperoleh oleh 

peneliti di atas. 

Adapun rekapitulasi perolehan suara masing-masing kandidat calon 

Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai berikut : 

a. H. Prabowo Subianto – H.M. Hatta Rajasa sebanyak 2.132.163 

b. Ir.H. Joko widodo – Drs.H.M Jusuf Kalla srbanyak 2.027.049
57

. 

Alasan masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap permasalahan 

kenegaraan berbagai alasan, upaya untuk membangun kembali kepercayaan 

masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses 

pemilihan langsung dan dalam hal ini pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden tentu bukan lagi merupakan kewajiban kolektif akan tetapi menjadi 

kewajiban individu. Karenanya dibutuhkan penguatan peran dan kapasitas 
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pemimpin lokal atau yang juga disebut sebagai elit lokal dalam upaya membangun 

kesadaran masyarakat. 

Seperti respon yang telah di sampaikan oleh bpk Drs.H. Agus Muhaimin, 

M.M, selaku anggota Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan sebagai 

berikut : 

“Ide yang paling bagus adalah KPU ikut mensosialisasi fatwa tersebut 

karena KPU punya power untuk itu, nah kalau itu dia ambil bagian itu 

untuk mensosialisasikan fatwa tersebut saya rasa itu salah satu cara yang 

efektif untuk meningkatkan partisipasi bagi masyarakat”
58

. 

 

Partisipasi politik masyarakat sangat penting bagi kemajuan perpolitikan 

bangsa Indonesia ini, akan tetapi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat itu 

tidak mudah, beberapa faktor yang menghambat terkait adanya fatwa majelis 

ulama Indonesia tentang menggunakan hak pilih dalam pemilu, banyak dari 

masyarakat yang berpikir bahwa fatwa ini menyatakan bahwa golput itu haram, 

tetapi yang dimaksudkan MUI adalah memilih pemimpin itu hukumnya adalah 

wajib. Banyak dari masyarakat yang menganggap masalah penyaluran hak suara 

ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak bisa di paksakan, pemilihan 

presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan 2014  pada pengitungan suara di 

KPU Sumatera-Selatan, menghasilkan penghitungan suara yang kurang 

memuaskan, masih banyak sekali yang menutup mata untuk ikut berperan serta 

dalam pemilihan umum eksekutif, oleh karena tingkat partisipasi pada saat itu 

masih rendah. 
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Adanya rekomendasi dari MUI yang menganjurkan umat Islam untuk 

memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma‟ruf nahi 

munkar. Kata-kata „menganjurkan‟ berbeda dengan „mewajibkan‟ begitu pula 

didalam konsekuensi hukumnya. Artinya seorang muslim yang melakukan 

perintah tersebut akan mendapatkan pujian dan pahala dari Allah swt dan jika ia 

tidak melakukannya maka ia tidaklah tercela dan tidak juga mendapatkan dosa 

dari-nya.  Lahirnya Fatwa haram itu bisa jadi merupakan tekanan politik kala itu. 

karena masyarakat telah menilai bahwa tidak ada yang penting menurut mereka 

untuk melakukan pemilihan, bahkan masyarakat sepertinya tidak merasa “harus” 

memilih. Sebab masyarakat hari ini telah dewasa dan mengerti tentang makna 

pemilihan, seperti juga yang di ungkapkan oleh Bpk Efran Endari selaku Wakil 

Sekretaris PWNU Sumatera-Selatan sebagai berikut : 

“Karna rakyatlah cerdas,siapa yang di belakang, siapa yang ngiring 

itulah yang dipilih, intinya rakyat sekarang udah cerdas”
59

. 

Tingkat partisipasi politik pemilihan presiden yang masih sangat minim, 

ini menjadi perhatian MUI di Provinsi Sumatera-Selatan untuk mampu 

memberikan pengaruh terhadap masyarakat terutama umat muslim agar sadar diri 

sebagai kaum muslim yang menjunjung tinggi Al-Quran dan Al-Hadist, yang 

mampu membawa perubahan agar memberikan hak suaranya dalam menentukan 

pemimpin yang adil, amanah dan tanggung jawab di pemilihan presiden tahun 

2019. Dengan adanya dorongan Fatwa mejelis ulama Indonesia tersebut, dan di 

barengi dengan kerja keras para anggota KPU untuk meningkatkan partisipasi 
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politik khususnya di Provinsi Sumatera-Selatan peneliti berharap bisa 

meningkatkan angka partisipasi masyarakat tersebut. 

C. Realisasi tindakan PWNU Sumatera-Selatan dalam mensosialisasi 

fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” 

Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam tahapan-tahapan 

pemilu atau pemilihan umum itu sendiri, antara lain dengan terlibat langsung, 

menggunakan hak dan kewajiban sebagai pemilih, sehingga dapat ikut serta dalam 

mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Sehingga proses pemilu itu sendiri dapat terwujudnya kekuasaan diselenggarakan 

bersama-sama dengan rakyat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

rakyat terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga peran rakyat sangatlah 

penting. 

Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah 

negara tersebut demokratis atau tidak, karena pemilu memberikan momentum 

kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan suatu negara. 

Peran penyelenggaraan pemilu dalam hal ini untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dituntut secara maksimal untuk melakukan sosialisasi 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada hal ini KPU meminta 

keikutsertaan NU Sumsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai 

dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bawasanya memilih suatu pemimpin itu 

adalah wajib hukumnya, dalam hal ini NU melakukan pendekatan berbasis 

keluarga dan internal, pendekatan terhadap komponen sosialisasi berbasis 
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keluarga ini akan dapat meningkatkan sasaran-sasaran sosialisasi lainnya, dalam 

pendekatan berbasis internal, NU Sumsel mengisyaratkan kepada seluruh anggota 

untuk menyuarakan suaranya, tetapi K.H Dimyati Dahlan Rois Syuriah, 

memberikan himbauan kepada Banom NU, seperti Muslimat, Anshor dan Banser 

tidak boleh memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam pilkada 

mendatang, seruan ini sudah lama ada, tapi individunya wajib untuk memberikan 

dukungan kepada salah satu calon tersebut, sebagaimana pada pilkada tahun 2018 

ini diikuti oleh kader NU Sumsel, seperti ini steatmen yang di berikan oleh bpk 

K.H Dimyati Dahlan rois syuriah mengatatakan : 

Pihaknya telah mendapatkan instruksi dari pengurus besar nahdlatul 

ulama (PBNU) mengenai sikap NU harus netral, karena banyak dari 

kader NU yang maju dalam pesta demokrasi 5 tahunan di Provinsi Sumsel 

yaitu Dodi Reza, Ishak Mekki, Herman Deru, Aswari, dan lain-lainnya
60

. 

sosialisasi fatwa MUI ini telah dijalankan oleh NU Sumsel kepada seluruh 

anggotanya bawasanya setiap diadakan pesta demokrasi kita harus menyuarakan 

suara kita, entah siapa yang dipilih yang penting kita sudah menyuarakan suara 

kita dalam ikut mensukseskan pemilu. 

Pemilu merupakan bagian dari demokrasi, pemilu harus diselenggarakan 

dengan jujur dan adil (jurdil). Jujur berarti semua yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pemilu menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan. 

Wacana politik (Al-Siyasah) dalam Islam secara sederhana dirumuskan 

sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai 

kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat  (Tadbir al syu-un al‟ammah li 
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mushalihihim fi al ma‟asy wasa‟adatihim fi al ma‟ad). Dengan begitu politik 

dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu 

sendiri ia dapat muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural 

maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik di dalam 

pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik 

praktis, politik struktural, perbuatan kekuasaan untuk kepentingan diri atau 

sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas 

(mushalih ummah) dan untuk masa depan kemanusiaan yang panjang. Secara 

lebih sederhana politik dalam persepsi publik adalah menjadi anggota legislatif, 

eksekutif dan yudikatif: bupati, gubernur, presiden dan para menteri, hakim 

pengadilan dan sejenisnya
61

. 

 Manusia dalam kitab suci Al-Quran adalah khalifah Allah di muka bumi, 

yang sering diterjemahkan sebagai wakil tuhan atau pemegang amanat Tuhan di 

muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi dalam rangka menciptakan kehidupan 

yang sejahtera bagi seluruh umat manusia. Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat 

dalam surah Al-Baqorah menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin 

pemerintah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum 

dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang di 

perlukan bagi kehidupan bersama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan teori yang 

ada didapatlah Respon dan pandangan Ormas Islam  Nahdlatul Ulama Sumatera-

Selatan terhadap fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” dan di 

buktikan dengan data dari KPU Sumatera-Selatan pada pemilihan presiden tahun 

2009 dan 2014. 

1. Respon yang di berikan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama terhadap fatwa 

ini, mereka menyatakan dukungannya atas fatwa ini, tetapi mereka 

menerangkan bahwa fatwa ini belum terealisasi dengan baik, karena telah 

terbukti pada Pilpres tahun 2009 dan 2014 masih banyak dari masyarakat 

yang belum menyuarakan suaranya, mungkin di karenakan kurangnya 

sosialisasi dari KPU dan peneranngan atas fatwa ini bahwa memilih 

pemimpin itu adalah wajib hukumnya. 

2. disimpulkan bahwa kepentingan politik dan pemerintah berperan disana 

demi untuk memajukan suatu bangsa dan juga memberikan himbauan 

terhadap masyarakat atas kewajiban dalam memilih pemimpin. MUI 

sebagai wadah silatuhrahmi dan musyawarah ulama untuk memberikan 

panduan arahan bagi umat Islam dalam rangka memecahkan problematika 

kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut hasil pengamatan telah 

melaksanakan perannya dengan mengeluarkan fatwa menggunakan Hak 

pilih dalam pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi 
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masyarakat dan memberikan himbauan terkhusus untuk umat Islam dalam 

memilih suatu pemimpin. Untuk selanjutnya mungkin dengan memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat agar tujuan awal dari fatwa ini bisa 

tercapai. 

3. pemerintah menyadari bahwa pentingnya partisipasi dari masyarakat, 

karena Negara ini adalah Negara demokrasi, yang mana pilihan dari 

masyarakat dalam memilih pemimpin bisa menentukan kemajuan bangsa 

untuk kedepannya. 

4. ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak menyuarakan suara 

diantaranya, kurangnya mengenal sosok calon, waktu, dan kecewa karena 

tidak ada perubahan yang berarti. 

5. Fatwa ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan golput yang mana 

dari data yang telah di dapat pada pilpres tahun 2009 dan 2014 di 

Sumatera Selatan angka golput masih tinggi, di karenakan untuk 

menumbuhkan partisipasi masyarakat itu tidak mudah, beberapa faktor 

yang menghambat terkait adanya fatwa majelis ulama Indonesia tentang 

menggunakan hak pilih dalam pemilu, banyak dari masyarakat yang 

berpikir bahwa fatwa ini menyatakan bahwa golput itu haram, tetapi yang 

dimaksudkan MUI adalah memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. 

Banyak dari masyarakat yang menganggap masalah penyaluran hak suara 

ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak bisa di paksakan. 

 

 



 
 

83 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di uraikan diatas, sebagai penutup 

dalam Skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk meminimalisir angka golput yakni meningkatkan kesadaran politik 

masyarakat guna memahami fatwa MUI dalam pelaksanaan pemilu 

hendaknya para anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan di bantu oleh 

aparat pemerintah yang lain mengadakan sosialisasi di banner dan iklan 

terkait adanya fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu, sehingga 

masyarakat dapat memahami secara seksama. 

2. Kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengkaji lebih dalam 

tentang adanya fatwa MUI ini dan untuk KPU sumatera selatan sebaiknya 

memberikan perintah dan masukan lebih kepada tim relawan agar mereka 

betul-betul bekerja secara maksimal terkait kegiatan sosialisasi sehingga 

program KPU lebih optimal, tersusun dan sukses. 

3. Kepada pihak pemerintah dan Ormas Islam yang terkait untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat hendaknya memberikan masukan dan 

kalimat-kalimat yang bisa membuat masyarakat mengerti akan pentingnya 

memilih suatu pemimpin, supaya tujuan awal yang ada pada fatwa ini bisa 

tercapai dalam menekan angka golput. 
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